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Pendahuluan

Paska reformasi, Indonesia berkomitmen menegakkan hak asasi manusia (HAM) dengan
membentuk serangkaian regulasi dan kebijakan yang memperkuat HAM. Serangkaian
kebijakan tersebut dimulai tahun 1998 dengan membentuk Ketetapan MPR No. VII tentang
HAM, dan pada tahun 1999 membentuk UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Setelahnya,
berbagai kebijakan lain juga dibentuk untuk memperkuat jaminan HAM, diantaranya
amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945),' pembentukan dan penyempurnanan
berbagai peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan HAM, serta melakukan ratifikasi
berbagai instrumen HAM internasional.?

Komitmen perlindungan, penghormatan, pemenuhan dan penegakan HAM di Indonesia, tidak
terlepas dari pengalaman masa lalu Indonesia yang penuh dengan pelanggaran HAM. Regim
Orde Baru menorehkan serangkaian kekerasan dan pelanggaran HAM yang terbentang dari
Aceh hingga Papua. Berdasarkan berbagai pengalaman tersebut, Indonesia juga berkomitmen
menelusuri berbagai pelanggaran HAM yang terjadi dan memperkuat perlindungan sistem
HAM, bukan saja dalam tataran regulasi semata, tetapi juga dalam tataran praktik.’

Salah satu fokus terkait dengan perlindungan HAM adalah akuntabilitas atau
pertanggungjawaban berbagai pelanggaran HAM vyang terjadi. Akuntabilitas tersebut
diimplementasikan dengan pembentukan dua mekanisme pertanggungjawaban pelanggaran
HAM masa lalu, yakni melalui pembentukan Pengadilan HAM ad hoc* dan Komisi
Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).®> Dalam kedua mekanisme tersebut, diharapkan hak-hak
korban terpenuhi, baik hak atas keadilan, maupun hak atas kebenaran, keadilan, dan hak atas
pemulihan, diantaranya hak atas kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.

Namun, setelah 15 tahun sejak reformasi, pemenuhan hak-hak korban sulit diwujudkan
dengan baik. Hak-hak korban yang mencakup hak untuk mengetahui kebenaran (right to
know the truth), hak atas keadilan (right to justice) dan hak atas pemulihan (rights to
reparation), seolah hendak diwujudkan namun tak kunjung terlaksana. Pengadilan HAM ad
hoc sempat dibentuk untuk dua perkara, namun gagal dalam menghadirkan keadilan dan
memberikan pemulihan kepada korban.® KKR yang akan dibentuk berdasarkan dengan UU

! Dalam Amandmen Kedua UUD 1945 ditambahkan Bab baru terkait dengan Hak Asasi Manusia, yakni Bab
XA tentang Hak Asasi Manusia.

% Dalam periode 2000-2012, pemerintah telah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional, misalnya
pada tahun 2005, Indonesia telah meratifikasi the International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR
(Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik), dan the International Covenant on Economic, Sosial dan
Cultural Rights-ICESR (Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

¥ Lihat juga Ketetapan MPR No. V tahun 2000 tentang Persatuan dan Kesatuan Nasional.

* Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pasal 43 menyatakan pelanggaran hak asasi
manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU tersebut (sebelum tahun 2000) diperiksa dan
diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc

> Sebagai mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM yang beat masa lalu yang bersifat extrayudisial. Lihat
keketapan MPR No. V Tahun 2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional, dan lihat juga pasal
47 UU No. 26 tahun 2000.

® Berbagai analisa tentang kegagalan pengadilan HAM adhoc ini dapat dilihat dalam sejumlah laporan,
diantaranya yang ditulis oleh David Cohen, “Intended to Fail , The Trial Before the Ad Hoc Human Rights
Court in Jakarta,” ICTJ, July, 2004. Lihat juga laporan yang berjudul “unfilfiled Promises, Achieving Justice
for Crimes Against Humanity in East Timor”, Open Society Justice Initiative dan Coalition for International
Justice (OlJ), November 2004. Elsam juga telah menerbitkan sejumlah laporan tematik tentang pengadilan
HAM ad hocuntuk kasus Timor-Timur dan Tanjung Priok, selengkapnya bisa dilihat di www.elsam.or.id, Lihat
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No. 27 tahun 2004 tentang KKR, justru landasan formalnya melalui UU dibatalkan oleh
Mahkamah Konstitusi (MK). Berbagai hasil penyelidkan Komnas HAM tidak secara serius
ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung ke tahap penyidikan. Akibatnya, sejak itu tidak ada lagi
pengadilan HAM ad hoc yang dibentuk, yang berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak
para korban. Sementara Pembentukan KKR juga masih terganjal dengan mandegnya
penyusunan RUU KKR di Pemerintah. Hingga Kini, belum ada lagi proses
pertanggungjawaban pelanggaran HAM yang dilakukan,” dan terus langgengnya impunitas
karena para pelaku masih bebas dari penghukuman. Para Korban masih mengalami
ketidakadilan dan stigmatisasi, dengan kondisi yang semakin memburuk.

Ditengah situasi tersebut, Komnas HAM terus melakukan penyelidikan berbagai kasus
pelanggaran HAM masa lalu lainnya. Tahun 2012, Komnas HAM menyelesaikan 2 (dua)
penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM masa lalu, yakni Peristiwa 1965-1966 dan
Peristiwva Penembakan Misterius (Petrus) 1982-1985. Tahun 2013, Komnas HAM
membentuk Tim Penyelidikan ‘pro yustisia’ untuk berbagai kasus pelanggaran HAM di
Aceh. Selain itu, Komnas HAM juga telah melakukan terobosan dengan memberikan surat
keterangan status korban pelanggaran HAM. Surat ini secara tidak langsung memberikan
pengakuan bahwa mereka adalah korban,® dan dapat digunakan untuk berbagai kepentingan,
misalnya untuk pengurusan masalah-masalah keperdataan, akses atas jaminan hak, termasuk
untuk mengakses bantuan medis dan rehabilitasi psiko-sosial.

Institusi lain yang bergerak maju dalam memberikan hak-hak korban adalah Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dengan kewenangannya, LPSK memberikan
layanan medis dan rehabilitasi psiko-sosial kepada para korban.’ Tercatat, hingga akhir tahun
2012, terdapat 217 permohonan bantuan medis dan rehabilitasi psikososial, dengan 20
permohonan telah dikabulkan oleh LPSK dan para korban mendapatkan pelayanan medis
maupun rehabilitasi psikososial. Sampai akhir Desember 2013, jumlah permohonan ke LPSK
mencapai 1151 permohonan. Meski terdapat sejumlah kendala, upaya LPSK dalam
memenuhi hak atas bantuan medis dan rehabilitasi psikososial terus berlangsung, dan
memberikan harapan kepada korban bahwa negara harus bertanggung jawab atas pemulihan
tersebut.

Kertas kerja ini menguraikan perkembangan pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM,
khususnya hak atas kompensasi, restitusi, rehabilitasi, bantuan medis dan rahabilitasi psiko-
sosial. Hak-hak tersebut adalah hak-hak pemulihan terhadap korban pelanggaran HAM yang
telah dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kertas kerja ini membahas
aspek regulasi, kelemahan dan implementasinya. Kertas kerja juga memberikan berbagai
rekomendasi untuk memastikan hak-hak korban terlaksana dengan semestinya.

juga laporan “Pengadilan Yang Melupakan Korban”, Laporan Pemantauan, Kelompok Kerja Pemantau,
Pengadilan Hak Asasi Manusia , Elsam — KontraS— PBHI, 24 Agustus 2006.

" Termasuk yang gagal dibentuk adalah KKR di Papua (berdasarkan mandat UU No. 21 tentang Otonomi
Khusus Papua) dan di Aceh (UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh).

® pada tanggal 3 November 2011, Komnas HAM memberikan surat keterangan Status 13 Korban Penghilangan
Paksa periode 1997-1998.

° Berdasarkan pasal 6 UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Korban pelanggaran
HAM yang berar berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial.



A. Kerangka Hukum HAM Internasional Tentang Hak
Atas Reparasi

1. Korban Pelanggaran HAM yang Berat

Sebelum memberikan uraian tentang hak-hak korban, perlu memahami tentang siapa yang
disebut sebagai Korban.’® Definisi korban terdapat dalam berbagai instrumen HAM
internasional, diantaranya dalam Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban
Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan 1985 (Declaration of Basic Principles of Justice
for Victims of Crime and Abuse of Power).*!

Korban adalah :

“Orang yang secara individual atau kelompok menderita kerugian, termasuk cedera fisik atau
mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan nyata terhadap hak-hak
dasar mereka, atas tindakan atau pembiaran yang merupakan pelanggaram berat hukum HAM
internasional, atau pelanggaran serius hukum humaniter internasional. Istilah korban juga
termasuk, sejauh dipandang tepat, keluarga langsung atau orang yang secara langsung berada
di bawah tanggungan para korban dan orang-orang yang telah mengalami penderitaan dalam
membantu para korban yang sengsara atau dalam mencegah orang-orang agar tidak menjadi
korban”.

Seseorang dapat dinyatakan sebagai korban, jika mereka mengalami penderitaan atau
kerugian, yang terlepas apakah pelaku telah ditemukan atau diidenfitikasi. Termasuk sebagai
korban pelanggaran HAM adalah korban langsung maupun tidak langsung, baik secara secara
individual maupun secara kelompok/bersama-sama (kolektif). Para korban tersebut adalah
pihak yang mengalami penderitaan atau kerugian yang ditimbulkan, atau terkait dengan
tindakan-tindakan yang terjadi atau akibat pengabaian sehingga terjadi pelanggaran HAM.
Kesemua kategori korban tersebut, berhak mendapatkan hak atas reparasi atau pemulihan.*?

Berdasarkan Prinsip-Prinsip Dasar dan Panduan tentang Hak-Hak Pemulihan dan Reparasi
Korban Pelanggaran HAM yang Berat HAM atas Hukum HAM dan Hukum Humaniter
Internasional (Basic Principles and Guidelines on the Right to A Remedy and Reparation for
Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of
International Humanitarian Law),'® korban adalah termasuk keluarga langsung, atau orang-
orang yang tergantung pada korban secara langsung langsung, dan orang-orang yang
mengalami penderitaan ketika ikut serta membantu korban dalam kesulitan atau untuk
mencegah viktimsasi. Pihak-pihak yang mengalami penderitaan ketika ikut membantu
korban, diantaranya pengacara atau dokter yang membantu para korban yang menjadi target
kekerasan, intimidasi, dan sebagainya.

Rujukan lain untuk memahami konsep korban sebagaimana dinyatakan oleh Theo Van
Boven, Pelapor Khusus PBB untuk Hak atas Reparasi Korban “Pelanggaran HAM yang
Berat” tahun 1986-1991. Theo Van Boven menyatakan bahwa korban pelanggaran HAM

1% Berdasarkan Black Law Dictionary, korban dapat didefinisikan sebagai “a person harmed by a crime, tort, or
other wrong”, atau orang yang dirugikan oleh suatu kejahatan, kesalahan, atau bentuk kesalahan lainnya

! Diadopsi dalam Sidang Majelis Umum PBB melalui Resolusi 40/34 tanggal 29 November 1985.

12 http://www.redress.org/downloads/publications/Reparation%20Principles.pdf

" Resolusi PBB 2005/35.


http://www.redress.org/downloads/publications/Reparation%20Principles.pdf

tidak selalu tunggal karena setiap tindak pelanggaran tersebut akan mempengaruhi hak-hak
perorangan atau kelompok yang menjadi tanggungan dari orang yang menjadi korban
tersebut.’* Van Boven menekan pentingnya menggunakan Deklarasi Prinsip Prinsip Dasar
Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan ketika hendak
mendefinisikan pengertian korban pelanggaran HAM.

Tahun 2006, PBB mengeluarkan resolusi tentang Prinsip-Prinsip Dasar dan Panduan Untuk
Hak Atas Penyelesaian dan Reparasi untuk Korban Pelanggaran Berat atas Hukum HAM
Internasional dan Hukum Humaniter. Dalam Resolusi tersebut, pengertian Korban
pelanggaran HAM yang berat didefinisikan sama atau sesuai dengan pengertian dalam
Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan
Kekuasaan 1985. Dalam Resolusi ini, kembali menegaskan bahwa seseorang harus
dipertibangkan sebagai korban tanpa melihat apakah pelaku pelanggaran diidentifikasi,
ditahan,1 5dituntut, atau dihukum dan tanpa melihat hubungan kekeluargaan antara pelaku dan
korban.

2. Hak Atas Reparasi dan Kewajiban Negara

Secara umum istilah “reparasi” merujuk pada istilah “reparation”'® yang terdapat dalam

sejumlah instrumen HAM internasional. Istilah “reparation”, sering disandingkan dengan
istilah lain misalnya "remedy"”, "redress”, atau lainnya yang sejenis dalam konteks
pelanggaran hukum HAM dan hukum humaniter internasional, baik ditingkat regional
maupun tingkat domestik. Kadangkala istilah yang berbeda digunakan untuk menunjukkan
konsep yang sama atau sejenis dan digunakan tanpa adanya pembedaan yang jelas.

Dalam penggunaan istilah reparasi atau sering juga disebut pemulihan, seringkali terjadi
kesalahpahaman dalam pemaknaan. Istilah reparasi sering digunakan secara bergantian
dengan istilah kompensasi, restitusi, ganti rugi, cedera, dan lain-lain. Dalam penerapannya,
reparasi seringkali berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum yang berlaku, misalnya antara
individu, negara, antara negara dan individu atau antara keduanya. Akibatnya, negara
seringkali kesulitan untuk menggunakan istilah yang sama, untuk merujuk pada langkah-
langkah reparasi yang dilembagakan. Pemulihan juga dapat dianggap berbeda, tergantung
pada latar belakang budaya, sosial dan hukum. Kesalahpahaman yang paling umum adalah
bahwa reparasi tersebut identik dengan "kompensasi keuangan™.

Istilah reparasi secara umum digunakan untuk menjelaskan penggantian kerugian atau
pembayaran yang dilakukan negara atas terjadinya pelanggaran HAM kepada seseorang yang
menyebabkan penderitaan. Raparasi juga termasuk langkah-langkah diluar penggantian uang,
tetapi dapat mencakup rehabilitasi, permintaan maaf kepada publik, penggantian properti,
yang sesuai dengan tingkat kerusakan. *’

Y Lihat Theo Van Boven, Mereka yang Menjadi Korban, Hak Korban Atas Restitusi, Kompensasi, dan
Rehabilitasi, Pengantar Ifdhal Kasim, ELSAM, Jakarta, Cetakan Pertama Agustus 2002., him., 5-16

> Angka 8 dan 9 Prinsip-Prinsip Dasar dan Panduan Untuk Hak Atas Penyelesaian dan Reparasi untuk Korban
Pelanggaran Berat atas Hukum HAM Internasional dan Hukum Humaniter.

16 Black Law Dictionary memberikan pengertian reparasi sebagai tindakan untuk menebus suatu kesalahan atau
pelanggaran terhadap hak-hak hukum orang lain.

'H. Victor Conde, “ A Handbook of International Human Rights Terminology”, Second Edition, University of
Nebraska Press, 2004.



Dalam Prinsip-prinsip Dasar dan Panduan Hak-Hak Pemulihan dan Reparasi untuk Korban,
reparasi merujuk pada cakupan yang luas atas langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh
negara untuk merespon pelanggaran yang nyata telah terjadi atau untuk mencegahnya.
Pemulihan ini mencakup subtansi tindakan untuk memulihkan dan prosedur-prosedur atau
mekanisme yang perlu dilakukan. Subtansi dari pemulihan adalah adanya pengakuan yang
jelas bahwa negara mempunyai dua kewajiban kepada korban, yakni; untuk memungkinkan
para korban mendapatkan pemulihan atas penderitaan yang mereka alami dan untuk
menyediakan hasil akhir bahwa secara nyata memulihkan penderitaan.

Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik mewajibkan negara untuk memastikan adanya jaminan
bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya dilanggar, akan memperoleh upaya
pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang
bertindak dalam kapasitas resmi. Setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus
ditentukan hak-haknya itu oleh lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang
berwenang, atau oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh sistem hukum Negara
tersebut, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian peradilan, dan
menjamin bahwa lembaga yang berwenang tersebut akan melaksanakan penyelesaian
demikian apabila dikabulkan.™®

Instrumen HAM internasional lainnya, Konvensi Internasional Melawan Penyiksaan dan
Perbuatan Tidak Berperikemanusiaan atau merendahkan martabat atau penghukuman yang
kejam lainnya, menyatakan bahwa setiap negara harus menjamin setiap orang yang
menyatakan bahwa dirinya telah disiksa dalam wilayah kewenangan hukumnya mempunyai
hak untuk mengadu, dan agar kasusnya diperiksa dengan segera dan tidak memihak oleh
pihak berwenang.'® Setiap Negara harus menjamin agar dalam sistem hukumnya, korban
penyiksaan memperolah ganti rugi dan mempunyai hak untuk mendapatkan konpensasi yang
adil dan layak, termasuk sarana untuk rehabilitasi sepenuh mungkin. Dalam hal korban
meninggal dunia akibat tindak penyiksaan, ahli warisnya berhak mendapatkan konpesasi.
Tidak boleh ada pembatasan apapun yang boleh mengurangi hak korban atau orang lain atas
ganti kerugian yang telah diatur dalam hukuman nasional.?

Rujukan lain terdapat dalamStatuta Roma 1998 untuk Mahkamah Pidana Internasional
(International Criminal Court/ICC). Mahkamah Pidana Internasional tersebut mempunyai
yurisdiksi atas kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan
kejahatan agresi. Dalam Statuta Roma, para korban kejahatan-kejahatan tersebut berhak atas
hak reparasi, dimana pengadilan harus mengembangkan prinsip-prinsip yang terkait dengan
reparasi kepada para korban, termasuk restitusi, kompensasi dan rehabilitasi. Dalam
keputusannya, Mahkamah Pidana Internasional, atas permohonan atau atas mosinya sendiri
dalam keadaan-keadaan luar biasa, dapat menentukan lingkup dan luasnya setiap kerusakan,
kerugian atau luka, yang berkenaan atau kepada para korban.*

Berdasarkan rinsip-Prinsip Dasar dan Panduan Untuk Hak Atas Penyelesaian dan Reparasi
untuk Korban Pelanggaran Berat atas Hukum HAM Internasional dan Hukum Humaniter,
reparasi untuk kerugian yang diderita menyatakan bahwa reparasi yang memadai, efektif dan
cepat dimaksudkan untuk memajukan keadilan dengan memperbaiki pelanggaran berat
hukum HAM internasional dan hukum humaniter internasional. Reparasi tersebut harus

18 pasal 3 Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik.
19 pasal 13 Konvensi Anti Penyiksaan.
% pasal 14 Konvensi Anti Penyiksaan.
2! pasal 75 ayat (1) Statuta Roma 1998.



proporsional dengan beratnya pelanggaran dan kerusakan yang diderita. Negara harus
memberikan reparasi kepada para korban untuk tindakan-tindakan dan pembiaran-pembiaran
yang dihubungkan dengan negara. Dalam hal mana seseorang, badan hukum, atau entitas lain
terbukti bertanggung jawab atas reparasi kepada korban, pihak tersebut harus memberikan
reparasi kepada korban atau mengganti kerugian negara jika negara telah terlebih dahulu
memberikan reparasi kepada korban.*?

Negara harus berusaha untuk menyusun program-program nasional untuk reparasi dan
bantuan lain kepada korban seandainya pihak-pihak yang bertanggungjawab atas kerusakan
yang diderita tidak mampu atau tidak mau untuk memnuhi kewajiban-kewajiban mereka.
Negara juga harus, berkenaan dengan tuntutan-tuntutan korban, melaksanakan putusan-
putusan di dalam negeri untuk reparasi kepada individu-individu atau entitias yang
bertanggung jawab atas perusakan yang diderita dan berusaha untuk melaksanakan putusan-
putusan hukum di luar negeri yang sah untuk reparasi sesuai dengan hukum nasionalnya dan
kewajiban-kewajiban internasional. Untuk keperluan ini negara harus menyediakan
berdasarkan hukum nasionalnya mekanisme-mekanisme yang efektif untuk pelaksanaan
putusan-putusan terkait dengan reparasi.?®

3. Bentuk-Bentuk Reparasi

Bentuk, cakupan dan ruang lingkup hak atas reparasi cukup luas dan beragam. Reparasi ini
dapat mencakup restitusi, rehabilitasi dan langkah-langkah kepuasan, seperti permohonan
maaf secara publik, memorialisasi, jaminan ketidakberulangan dan perubahan hukum dan
juga membawa mengadili pelaku pelanggaran HAM.* Secara lengkap hak atas reparasi ini
mencakup:*

1) Restitusi, haruslah diberikan untuk menegakkan kembali, sejauh mungkin, situasi
yang ada bagi korban sebelum terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
Restitusi mengharuskan, antara lain, pemulihan kebebasan, kewarganegaraan atau
tempat tinggal, lapangan kerja atau hal milik;

2) Kompensasi, diberikan untuk setiap kerusakan yang secara ekonomis dapat
diperkirakan nilaianya, yang timbul dari pelanggaran hak asasi manusia, seperti:

(1) kerusakan fisik dan mental,

(2) kesakitan, penderitaan dan tekanan batin;

(3) kesempatan yang hilang, termasuk pendidikan;

(4) hilangnya mata pencaharian dan kemampuan mencari nafkah;

(5) biaya medis dan biaya rehabilitasi lain yang masuk akal, termasuk keuntungan
yang hilang;

(6) kerugian terhadap reputasi dan martabat;

(7) biaya dan bayaran yang masuk akal untuk bantuan hukum atau keahlian untuk
memperoleh suatu pemulihan;

(8) kerugian terhadap hak milik usaha, termasuk keuntungan yang hilang.

2 Angka 15 Prinsip-Prinsip Dasar dan Panduan Untuk Hak Atas Penyelesaian dan Reparasi untuk Korban
Pelanggaran Berat atas Hukum HAM Internasional dan Hukum Humaniter.

% Angka 16-17 Prinsip-Prinsip Dasar dan Panduan Untuk Hak Atas Penyelesaian dan Reparasi untuk Korban
Pelanggaran Berat atas Hukum HAM Internasional dan Hukum Humaniter.

2 paragraf 16 Komentar Umum No. 31 untuk Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik.

% Basic principles and guidelines on the right to a remedy and reparation for victims of gross violations of
international human rights law and serious violations of international humanitarian law.



3) Rehabilitasi, haruslah disediakan, yang mencakup:

(1) pelayanan hukum;

(2) psikologi, perawatan medis, dan pelayanan atau perawatan lainnya;

(3) tindakan untuk memulihkan martabat dan reputasi (nama baik) sang korban.

4) Jaminan kepuasan dan ketidakberulangan, yakni tersedinya atau diberikannya
kepuasan dan jaminan bahwa pelanggaran serupa tidak akan terulang lagi di masa
depan, yang mencakup:

(1) dihentikannya pelanggaran yang berkelanjutan;

(2) verifikasi fakta-fakta dan pengungkapan kebenaran sepenuhnya secara terbuka;

(3) keputusan yang diumumkan demi kepentingan korban;

(4) permintaan maaf, termasuk pengakuan di depan umum mengenai fakta-fakta dan
penerimaan tanggung jawab;

(5) diajukannya ke pengadilan orang-orang yang bertanggungjawab atas pelanggaran;

(6) peringatan dan pemberian hormat kepada para korban;

(7) dimasukkannya suatu catatan yang akurat menganai pelanggaran HAM dalam
kurikulum dan bahan-bahan pendidikan;

(8) mencegah berulangnya pelanggaran dengan cara seperti; (@) memastikan
pengendalian sipil yang efektif atas militer dan pasukan keamanan, (b) membatasi
yurisdiksi mahkamah militer, (c) memperkuat kemandirian badan peradilan, dan
(d) melindungi profesi hukum dan para pekerja hak asasi manusia, (e)
memberikan pelatihan hak asasi manusia pada semua sektor masyarakat, (f)
khususnya kepada militer dan pasukan keamanan dan kepada para pejabat
penegak hukum.

Dengan restitusi, korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial,
kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan
pekerjaannya, serta dipulihkan asetnya. Kompensasi, adalah penggantian setiap kerusakan
ekonomis akibat pelanggaran tersebut, termasuk kerusakan fisik maupun mental, rasa sakit,
penderitaan dan gangguan emosi, kesempatan yang hilang (misalnya pendidikan), kerusakan
material dan hilangnya pendapatan (termasuk kehilangan potensi penghasilan),
membahayakan reputasi atau martabat, dan biaya yang diperlukan untuk bantuan hukum atau
ahli, obat-obatan dan layanan medis, dan pelayanan psikologis dan sosial.

Rehabilitasi meliputi perawatan medis dan psikologis, serta hukum dan pelayanan social.
Sedangkan kepuasan dan jaminan ketidakberulangan, mencakup unsur individu dan kolektif
seperti pengungkapan kebenaran, pengakuan publik atas fakta-fakta dan penerimaan
tanggung jawab, mencari korban yang hilang dan identifikasi, pemulihan martabat para
korban melalui sarana peringatan dan lainnya, serta kegiatan yang bertujuan untuk mengingat
dan pendidikan dan untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa.?®

Pemulihan yang memadai, efektif dan tepat harus ditujukan untuk memberikan keadilan dan
memberikan ganti rugi atas terjadinya suatu kejahatan atau pelanggaran HAM yang berat.
Pemulihan harus diberikan secara proporsional sesuai dengan tingkat pelanggaran dan
kerugian yang ditimbulkannya. Berkaitan dengan kewajiban hukum nasional dan hukum
internasional, negara harus menyediakan pemulihan terhadap para korban akibat tindakan
atau pengabaian yang menimbulkan pelanggaran hak-hak yang dijamin. Dalam hal suatu

% pembahasan lebih lanjut lihat David Boyle, The Rights of Victims, Participation, Representation, Protection,
Reparation, dalam Journal of International Criminal Justice Vol. 4 (2006),307-313.



kasus dimana pelanggaran tidak dilakukan oleh negara, pihak yang bertanggung jawab
terhadap pelanggaran tersebut harus melakukan pemulihan kepada korban.

Dalam keadaan bila pihak yang bertanggungjawab tersebut tidak mampu atau tidak mau
melaksanakan kewajibannya, negara harus berupaya untuk menyediakan Pemulihan terhadap
korban yang mengalami luka fisik yang berlanjut, gangguan psikis atau kesehatan mental
akibat pelanggaran tersebut. Termasuk terhadap keluarga para korban, khususnya keluarga
yang menjadi tanggungan dari korban yang meninggal atau mengalami ketidakmampuan fisik
atau mental akibat pelanggaran yang tersebut. Negara harus berusaha keras untuk mendirikan
atau menyediakan anggaran nasional yang cukup untuk pemulihan bagi korban dan mencari
sumber-sumber anggaran dana lain yang diperlukan untuk memenuhi hak-hak pemulihan ini.

4. Prinsip-Prinsip Pemenuhan Hak Korban

Berbagai instrumen HAM internasional telah mengembangkan sejumlah prinsip penting
tentang hak-hak pemulihan korban, diantaranya Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan
Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan. Prinsip-prinsip lainnya juga telah
diatur dalam berbagai Konvensi dan dikembangkan dalam dalam berbagai yurisprudensi
Pengadilan Internasional, serta dalam hukum pidana di berbagai negara.”’ Prinsip-prinsip
tersebut dapat terangkum sebagai berikut:

a. Prinsip pemulihan dalam keadaan semula (restutio in integrum); Prinsip ini adalah suatu
upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum
kejahatan terjadi,”® meski disadari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada
kondisi sebelumnya. Prinsip ini menegaskan, bentuk pemulihan kepada korban haruslah
selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari kejahatan yang
terjadi. Beberapa contoh penerapan prinsip ini adalah ketentuan-ketentuan mengenai hak-
hak korban yang cukup lengkap tidak hanya mencakup kerugian materiil, tetapi
mencakup kerugian immateriil dalam berbagai bentuknya. Selain itu juga berbagai
dukungan dan bantuan kepada korban baik medis, psikologis, dan sosial. Prinsip ini
mendasari sejumlah prinsip lainnya misalnya penghargaan harkat dan martabat manusia,
keadilan dan hak atas ganti kerugian secara layak.

b. Prinsip non diskriminasi; ketentuan-ketentuan yang terkait dengan reprasi korban, akan
berlaku bagi semua orang, tanpa perbedaan segala macam jenis, seperti ras, warna kulit,
jenis kelamin, umur, bahasa, agama, kekayaan, status kelahiran atau keluarga, asal usul
etnis atau sosial, dan ketidakmampuan.

c. Prinsip penghormatan harkat dan martabat korban; para korban harus diperlakukan
dengan rasa kasih dan dihormati martabatnya. Korban berhak mendapatkan kesempatan
menggunakan mekanisme keadilan dan memperoleh ganti rugi dengan segera,
sebagaimana ditetapkan oleh perundangan nasional, atas kerugian yang dideritanya.

d. Prinsip tepat guna, adil, dan proporsional; Mekanisme pengadilan dan administrasi perlu
ditegakkan dan diperkuat untuk memungkinkan korban memperoleh ganti rugi lewat
prosedur formal atau tak formal yang tepat, adil, dan proporsional. Korban harus

%" Hak-hak korban dikemas dalam hukum pidana, misalnya, di Inggris, Jerman, India, Finlandia, Australia,
dan New Zaeland. Di Swiss, korban kejahatan dapat menuntut ganti rugi kepada pelaku, jika gagal dapat
minta kepada pemerintah (negara). Demikian juga di Jepang, melalui Criminal Indemnity Law, hakim
dapat memberikan ganti rugi kepada korban kejahatan.

% Torture’s Survivor, The Redress Trust, hal. 28.
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diberitahu mengenai hak-haknya dalam mengupayakan ganti rugi lewat mekanisme

tersebut.

Prinsip kebutuhan dan kemudahan korban; ketersediaan proses pengadilan dan

administratif yang efektif, untuk mengatasi kebutuhan korban harus dipermudah dengan,

misalnya :

(1) informasi yang cukup kepada korban tentang perkembangan kasusnya;

(2) korban dapat mengungkapkan pandangannya dalam proses peradilan;

(3) memberikan bantuan secukupnya kepada para korban selama proses hukuman
dijalankan;

(4) mengambil tindakan untuk mengurangi gangguan kepada korban, melindungi
kebebasan pribadinya, apabila perlu, dan menjamin keselamatannya, maupun
keselamatan keluarganya dan saksi-saksi yang memberikan kesaksian untuk
kepentingannya, dari intimidasi dan tindakan balasan;

(5) menghindari penundaan yang tidak perlu dalam penempatan kasus-kasus dan
pelaksanaan perintah atau keputusan yang memberikan ganti rugi kepada para korban.

Ganti kerugian yang lengkap dan komprehensif; korban dan keluarganya harus
mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat ari orang bersalah atau pihak ketiga yang
bertanggung jawab. Ganti kerugian mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran
atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai
akibat jatuhnya korban, penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan. Dalam kasus perusakan
besar terhadap lingkungan, restitusi, mencakup sejaunh mungkin, pemulihan lingkungan
itu, membangun kembali prasarana, pergantian fasilitas masyarakat dan penggantian
biaya pemindahan, apabila perusakan tersebut mengakibatkan perpindahan sekelompok
masyarakat.

. Tanggung jawab negara; apabila ganti kerugian tidak sepenuhnya tersedia dari orang

yang bersalah atau sumber-sumber lain, negara harus berusaha untuk memberi ganti

kerugian kepada:

(1) para korban yang, menderita luka jasmani berat atau kemerosotan kesehatan fisiknya
atau mental sebagai akibat kejahatan yang serius;

(2) keluarga, terutama tanggungan dari orang-orang yang meninggal atau yang menjadi
lumpuh secara fisik atau mental sebagai akibat kejahatan tersebut.

Pembentukan penguatan dan perluasan dana-dana nasional untuk kompensasi kepada para

korban harus didorong, di mana tepat dana-dana lain dapat juga diadakan untuk keperluan

ini, termasuk dalam kasus-kasus di mana negara yang si korbannya adalah warga
negaranya tidak berada dalam kedudukan untuk memberi kompensasi kepada korban atau
kerugian tersebut. Apabila pejabat pemerintahan atau wakil-wakil lain yang bertindak
dengan kapasitas resmi atau setengah resmi melanggar hukum pidana nasional, para
korban harus menerima restitusi dari negara yang pejabat atau wakilnya bertanggung

jawab atas kerusakan yang timbul. Dalam kasus-kasus di mana pemerintahan yang di

bawah kekuasaannya melakukan tindakan yang menyebabkan jatuhnya korban, harus

memberikan restitusi kepada para korban.

. Perhatian kepada korban dan kebutuhan khusus; Para korban harus menerima bantuan

material, medis, psikologis dan sosial yang perlu lewat sarana pemerintah, sarana-sarana

sukarela, khususnya misalnya kepada kelompok khusus diantaranya masyarakat adat.

Para korban harus diberi tahu tersediannya pelayanan kesehatan dan sosial dan bantuan

lain yang berkaitan dan mereka harus senantiasa diberi kesempatan untuk

memanfaatkannya. Petugas kepolisian, dan aparat penegak hukum lainnya, pelayanan
sosial dari personil lain yang bersangkutan harus menerima pedoman untuk menjadikan
mereka peka terhadap kebutuhan para korban, serta menerima pedoman untuk
memastikan pemberian bantuan yang benar dan segera. Dalam memberikan pelayanan
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dan bantuan kepada para korban perhatian harus diberikan kepada orang-orang yang
mempunyai kebutuhan-kebutuhan khusus yang disebabkan oleh sifat kerugian yang
ditimbulkan atau karena faktor-faktor lainnya.

B. Analisa Kerangka Hukum Nasional terkait Hak
Korban Pelanggaran HAM yang Berat

Peraturan perundangan-undangan di Indonesia telah mengatur berbagai ketentuan tentang
hak-hak korban, termasuk hak atas pemulihan. Tahun 2000, berdasarkan UU No. 26 Tahun
2000 tentang Pengadilan HAM (selanjutnya disebut UU No. 26/2000), korban pelanggaran
HAM yang berat berhak kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. UU tersebut dilengkapi
dengan aturan teknisnya, PP No. 3 tahun 2002 tentang tentang Kompensasi, Restitusi, dan
Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat (selanjutnya disebut PP No.
3/2002).

Tahun 2006, terbentuk UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
(selanjutnya disebut UU No. 13/2006), yang memperkuat jaminan normatif hak-hak korban
pelanggaran HAM yang berat, baik dari sisi prosedur maupun penambahan hak-hak baru. UU
tersebut juga dilengkapi dengan PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi,
Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (selanjutnya disebut PP No. 48/2008).

Selain kedua UU diatas, komitmen negara terkait dengan jaminan hak-hak korban dinyatakan
dalam Ketetapan MPR No. V tahun 2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan
Nasional. Ketetapan MPR tersebut, mengakui bahwa pada masa lalu terdapat penyalahgunaan
kekuasaan dan pelanggaran HAM, dan perlu adanya sejumlah langkah untuk pemenuhan
keadilan dan hak-hak korban.

“.. pada masa lalu telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi
manusia yang perlu untuk diungkapkan demi menegakkan kebenaran, dan perlu adanya
pengakuan kesalahan, permintaan maaf, pemberian maaf, perdamaian, penegakan hukum,
amnesti, rehabilitasi, atau alternatif lain yang bermanfaat dengan sepenuhnya memperhatikan
rasa keadilan dalam bermasyarakat.”

Ketetapan MPR tersebut merupakan dasar kebijakan negara untuk menyelesaian pelanggaran
HAM masa lalu, dengan membentuk UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Tahun 2004,
terbentuk UU No. 27 tentang 2004 tentang KKR, namun pada tahun 2006 dibatalkan oleh
MK karena dianggap tidak sesuai dengan UUD 1945. MK merekomendasikan pembentukan
kebijakan hukum (undang-undang) yang serasi dengan UUD 1945 dan instrumen HAM yang
berlaku secara universal, atau dengan melakukan rekonsiliasi melalui kebijakan politik dalam
rangka rehabilitasi dan amnesti secara umum.?

Di tingkat lokal, juga terdapat regulasi yang merupakan dasar kebijakan pemulihan kepada
korban, dengan mandat pembentukan Pengadilan HAM dan KKR. Di Papua, berdasarkan UU
No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, dan untuk Aceh dengan UU No. 11
Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Di Aceh, sebelumnya juga terdapat konsensus untuk
memberikan hak “reparasi” kepada korban, berdasarkan Nota Kesepahaman Helsinki (MoU
Helsinki) antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dalam MoU
tersebut, disebutkan perlunya menyediakan "kemudahan ekonomi”, termasuk lahan pertanian,

2| jhat Putusan MK No. 006/PUU-IV/2006, hal. 131.
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pekerjaan, dan jaminan sosial, untuk mantan kombatan, tahanan politik, dan "semua warga
sipil yang mengalami kerugian nyata.”30

1. Pengertian Korban Pelanggaran HAM yang Berat

Pengertian Korban Pelanggaran HAM yang Berat, merujuk pada PP No. 3 Tahun 2002,
adalah:

“QOrang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental
maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau
perampasan hak-hak dasarnya, sebagi akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat,
termasuk korban adalah ahli warisnya*

Berdasarkan pengertian tersebut, korban pelanggaran HAM vyang berat adalah
seseorang/individu atau kelompok orang, termasuk ahli warisnya. Para korban adalah pihak-
pihak yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi,
atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagi akibat
pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Dalam UU No. 13/2006, pengertian korban didefinisikan secara umum, yakni setiap orang
yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh
suatu tindak pidana.®® Termasuk dalam kategori korban berdasarkan UU tersebut adalah
Korban Pelanggaran HAM yang Berat.

Untuk membedakan antara korban pelanggaran HAM yang berat dengan korban kejahatan
lainnya, penting juga memahami maksud dari pelanggaran HAM yang berat. Berdasarkan
Pasal 7 UU No. 26 Tahun 2000, pelanggaran HAM yang berat mencakup kejahatan genosida
dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Artinya, maksud dari korban pelanggaran HAM yang
berat adalah para korban yang mengalami dampak akibat dari terjadinya dua kejahatan yang
termasuk dalam kategori pelanggaran HAM vyang berat, yaitu kejahatan genosida dan
kejahatan terhadap kemanusiaan.

2. Pengaturan Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi

Pasal 35 UU No. 26 Tahun 2000 menyatakan setiap korban pelanggaran HAM yang berat
dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Hak-hak
tersebut diberikan berdasarkan pada putusan Pengadilan HAM dan dicantumkan dalam amar
putusan. Berdasarkan ketentuan tersebut, kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dalam
pelanggaran HAM berat selalu bersamaan atau diberikan berdasarkan pada putusan
pengadilan HAM.

% Kemudian dibentuk Badan Reintregasi Aceh (BRA) untuk menjalankan program reintegrasi bagi mantan
kombatan dan warga sipil yang terkena dampak konflik. Sebelumnya juga ada program Diyat yang memberikan
kompensasi kepada kerabat orang yang terbunuh. Dalam skema yang diprakarsai oleh gubernur pada tahun
2002, keluarga orang dibunuh atau dihilangkan selama konflik, yang dilanjutkan oleh BRA. kebijakan reparasi
terbatas di Aceh melalui mekanisme Diyat dan yang dilakukan BRA tidak memenuhi kebutuhan para korban,
diantaranya tentang pengakuan dan rehabilitasi. Proses ini juga dikritik karena tidak transparan dan tidak
adanya skema yang jelas.

*! |ihat Pasal 1 angka 3 PP No. 3 Tahun 2002.

%2 pasal 1 angka 2 UU No. 13 Tahun 2006.
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Pengertian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi, merujuk pada ketentuan Pasal 1 PP No.
3/2002, yakni:

1) Kompensasi: ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu
memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.

2) Restitusi: ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku
atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian
untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

3) Rehabilitasi: pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik,
jabatan, atau hak-hak lain.

Perumusan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi tersebut memunculkan konsekuensi para
korban sulit untuk mendapatkan hak-haknya. Pertama, kompensasi yang merupakan ganti
kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian
sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya, mempunyai konsekuensi yuridis yakni
kompensasi selalu dikaitkan dengan adanya kesalahan dan tanggungjawab pelaku.
Kompensasi yang merupakan ganti kerugian yang diberikan negara mensyaratkan adanya
pelaku yang dinyatakan bersalah dan oleh karenanya pelaku tersebut dibebani kewajiban
untuk membayar restitusi.*> Negara hanya akan memberikan kompensasi jika pelaku tidak
mampu membayar ganti kerugian atau restitusi, atau berdasarkan pada adanya keputusan
pengadilan tentang pelanggaran HAM yang berat dan pelaku dinyatakan bersalah.

Ketentuan tersebut menunjukkan, kompensasi tidak serta merta menjadi hak korban
pelanggaran HAM yang berat jika terdakwa tidak dinyatakan bersalah oleh pengadilan, meski
peristiwanya diakui sebagai pelanggaran HAM yang berat. Pengalaman pengadilan HAM
adhoc menunjukkan, suatu peristiwa diakui oleh pengadilan, namun karena terdakwa
dibebaskan, menyebabkan tidak ada putusan mengenai kompensasi. Pengadilan HAM adhoc
dalam perkara Timor-Timur, peristiwanya diakui sebagai pelanggaran HAM vyang berat,
namun pelaku dibebaskan dan tidak ada amar putusan terkait dengan kompensasi, restitusi
dan rehabilitasi kepada para korban.

Kedua, putusan mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi harus dicantumkan dalam
amar putusan. Hak atas kompensasi restitusi dan rehabilitasi tidak akan diberikan jika
pengadilan dalam putusannya tidak menyebutkan tentang adanya kompensasi restitusi dan
rehabilitasi. Dalam perkara Kasus Tanjung Priok, putusan mengenai kompensasi kepada
korban tidak ditegaskan kembali atau tidak menjadi keputusan yang mengikat karena pelaku
pada tingkat banding atau kasasi dibebebaskan dan dinyatakan tidak bersalah, dimana
sebelumnya mereka dinyatakan bersalah, padahal sebelumnya di tingkat pertama pengadilan
memberikan putusan adanya kompensasi kepada para korban.

Pemberian kompensasi seharusnya tidak menggantungkan pada kemampuan pelaku untuk
membayar ganti kerugian kepada korban, karena juga akan berkonsekuensi pada jangka
waktu diberikannya kompensasi setelah adanya putusan yang berkekuatan tetap, dan melihat
apakah pelaku tetap dinyatakan bersalah di pengadilan yang lebih tinggi. Pengaturan yang
demikian ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) PP No. 3/2002, bahwa syarat pelaksanaan
pemberian kompensasi oleh instansi pemerintah berdasarkan atas keputusan yang mempunyai
kekuatan hukum yang tetap. Artinya, setelah ada putusan kasasi baru pelaksanaan kompensasi

¥ Bandingkan dengan keputusan mengenai pengetian kompensasi dalam UU No. 27 tahun 2004 tentang Komisi
Kebenaran dan Rekonsiliasi. Kompensasi diartikan sebagai ganti kerugian yang diberikan oleh negara terhadap
korban pelanggaran HAM yang berat. Ketentuan dalam UU ini tidak mendasarkan pada kemampuan pelaku
untuk membayar ganti kerugian atau tidak.

14



kepada korban akan dilakukan. Dengan demikian, substansi kompensasi selalu mendasarkan
pada aspek bersalahnya pelaku dan bukan oleh karena terjadinya peristiwa yang menjadi
tanggungjawab negara. Seharusnya ketika suatu peristiwa telah diakui oleh pengadilan bahwa
peristiwa tersebut adalah pelanggaran HAM yang berat dan terdapat korban, maka putusan
mengenai kompensasi tersebut harus dapat dilaksanakan sesegara mungkin. Namun dalam
perkembangannya berdasarkan UU No 31 Tahun 2014 tentang revisi UU No 13 tahun 2006,
dinyatakan Pasal 1 yakni Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara
karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung
jawabnya kepada Korban atau Keluarganya”.

Permasalahan lainnya, pengaturan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi juga tidak
mempunyai indikator yang jelas, khususnya bagaimana para hakim menentukan jumlah dan
bentuk kompensasi atau restitusi. Pasal 2 ayat (2) PP No. 3/2002 hanya menyatakan bahwa
pemberian kompensasi harus diberikan secara tepat, layak dan cepat sementara mengenai
besarnya ganti kerugian diserahkan sepenuhnya kepada hakim yang memeriksa perkara.

Penjelasan umum PP No. 3/2002:

“Mengenai besarnya ganti kerugian atau pemulihan kebutuhan dasar tersebut diserahkan
sepenuhnya kepada hakim yang memutus perkara yang dicantumkan dalam amar putusannya.
Jadi, hakim diberikan kebebasan sepenuhnya secara adil, layak, dan cepat mengenai besarnya
ganti kerugian tersebut berdasarkan hasil penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, serta
pemeriksaan di sidang pengadilan beserta bukti-bukti yang mendukungnya.”

Rumusan tepat, layak dan cepat tersebut kontradiktif, karena penjelasan terkait kata “cepat”
adalah penggantian kerugian dan atau pemulihan hak-hak lainnya diberikan kepada korban
sesegera mungkin dalam rangka secepatnya mengurangi penderitaan korban. Sementara,
pengaturan pasal lain menyatakan pelaksanaan pemberian kompensasi berdasarkan keputusan
pengadilan HAM yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya, meski korban
pendapatkan hak atas kompensasi atau restitusi, dalam pelaksanannya masih harus menunggu
sampai adanya putusan kasasi atau setelah ada keputusan hukum yang tetap. Pengalaman
proses pengadilan HAM adhoc menunjukkan proses penyelidikan sampai dengan putusan
yang bersifat final memakan waktu bertahun-tahun.

Perumusan besarnya ganti kerugian dan pemulihan kebutuhan dasar yang adil, layak dan
cepat dalam prakteknya menyulitkan. Perumusan tentang adil, layak dan cepat tergantung dan
berdasarkan pada subyektifitas hakim. Tidak ada aturan yang jelas mengenai penghitungan
ganti kerugian yang pasti, karena ketentuan mengenai ganti kerugian yang ada (merujuk
pada kasus kejahatan biasa) kurang sesuai atau dapat dipersamakan dalam perkara
pelanggaran HAM yang berat. Seharusnya ada perumusan yang lebih jelas tentang bentuk
dan bagaimana menghitung kerugian tersebut dalam konteks pelanggaran HAM yang berat.

Tahun 2006, pengaturan tentang kompensasi dan restitusi juga diatur dalam UU No. 13/
2006. Pasal 7 UU tersebut menyatakan, korban melalui LPSK mempunyai:
(a) hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
(b) hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak
pidana.
(c) keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.
(d) ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
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Sebagaimana UU No. 26/ 2000, pengaturan kompensasi dan restitusi dalam UU No. 13/ 2006
juga diberikan berdasarkan pada putusan pengadilan. Perbedaannya, UU No. 13/ 2006
memberikan kewenangan kepada LPSK sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan
kompensasi dan restitusi, dan restitusi dapat diberikan kepada semua korban kejahatan yang
dengan kekerasan, bukan hanya korban pelanggaran HAM yang berat.

Dalam praktek pemberian restitusi bagi korban, ditemukan berbagai problem berdasarkan
menggunakan mekanisme tersebut.** Pertama, mandat pengaturan restitusi yang lemah
karena muatan UU No. 13/2006 beserta PP dalam beberapa hal bertentangan dengan KUHAP
mengenai prosedur penggabungan perkara. Hakim dan Jaksa cenderung memilih
menggunakan prosedur penggabungan perkara berdasarkan Pasal 98 KUHAP karena hukum
acaranya dianggap lebih pasti, kuat dan fleksibel.** Sedangkan hukum acara mekanisme
restitusi dalam UU No 13/2006 yang dijabarkan dalam PP 44 tahun 2008, membuat aparat
penegak hukum menganggap PP tersebut berada di bawah KUHAP.*®

Kedua, dengan mendasarkan pada mekanisme Pasal 98 KUHAP, maka terkait dengan ruang
lingkup restitusi dalam UU No. 13/2006 menjadi tidak akan terlaksanan dengan baik karena
terdapat perbedaan tentang cakupan dan ruang lingkup restitusi. Dalam UU No. 13/ 2006,
jangkauan restitusi dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk
kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Sementara
dalam KUHAP tentang ganti kerugian, hanya terfokus pada kerugian yang nyata akibat tidak
pidana, sehingga hanya kerugian-kerugian materil saja yang dapat periksa oleh Hakim yang
bersangkutan. Tuntutan ganti rugi atas kehilangan bagi korban yang di anggap bersifat
immateril akan dilakukan dengan menggunakan mekanisme hukum perdata.

Ketiga mengenai kemampuan daya eksekusi putusan dan upaya paksa. UU No. 13/2006 tidak
mengatur mengenai daya paksa untuk melakukan pembayaran. Jika tidak ada keinginan
pelaku untuk membayar restitusi kepada korban maka tidak akan memiliki implikasi apapun
bagi pelaku. Hal inilah tantangan terberat dari pelaksanaan restitusi bagi korban.

3. Prosedur Pengajuan

Ketentuan mengenai prosedur untuk mendapatkan hak atas kompensasi, restitusi dan
rehabilitasi masih bermasalah, terkait dengan prosedur pengajuan. PP No. 3 Tahun 2002
hanya mengatur tata cara dapat diterimanya kompensasi, restitusi dan rehabilitasi, namun
tidak mengatur tentang prosedur pengajuan, Khususnya siapa yang berhak mengajukan
tuntutan dan bagaimana bentuk tuntutan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi itu diajukan
kepengadilan.®’ Disisi lain pasal 7 UU No 31 Tahun 2014 tentang revisi UU No 13 tahun
2006, menyatakan bahwa kompensasi bagi Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat

# Supriyadi Widodo Eddyono, Problem Implementasi Hak Restitusi Korban berdasarkan UU No 13 Tahun
2006. Makalah, makalah 2010.

® Hasil Rekapitulasi laporan bidang bantuan Kompensasi dan Restitusi LPSK, Rapat kerja dengan aparat
peneak hukum di 8 wilayah Indonesia, 2010.

% 1bid

%" Mengenai pengaturan pemberian hak-hak reparasi kepada korban ini, dalam pengaturan ICTY, ICTR dan ICC
juga berbeda-beda. ICTY dan ICTY tidak memberikan hak-hak reparasi dalam yurisdiksinya. Namun ICTY dan
ICTR mengatur tentang mekanisme pengajuan klaim hak reparasi korban ini dengan prosedur tertentu misalnya
pengajuan ke otoritas yang lebih kompeten. Hal ini berbeda dengan pengaturan dalam ICC dimana mekanisme
untuk menyediakan remedies kepada korban mekanismenya bisa lebih cepat yang tidak mensyaratkan adanya
pelaksaan remedies tersebut melalui pengadilan nasional atau lembaga lainnya yang kompeten.
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diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia
melalui LPSK”.

Merujuk bahwa kompensasi, restitusi dan rehabilitasi diberikan berdasarkan amar putusan
pengadilan HAM, maka sebelumnya sudah harus ada permohonan tentang kompensasi,
restitusi dan rehabilitasi, baik dalam surat dakwaan maupun tuntutan pidana. Berdasarkan
KUHAP, pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengajukan kompensasi, restitusi dan
rehabilitasi seharusnya Jaksa Agung sebagai penuntut umum dalam kasus pelanggaran HAM
yang berat. Jaksa Agung dapat mewakili kepentingan korban, dimana korban adalah pihak
ketiga dalam proses pengadilan yang mempunyai hak melakukan tuntutan ganti kerugian atas
kejahatan yang dialaminya. Prosedur pengajuan ini menggunakan mekanisme penggabungan
tuntutan ganti kerugian dengan perkara pidananya. Prosedur ini juga memungkinkan adanya
permintaan ganti kerugian oleh korban, yang dapat diajukan sebelum penuntut umum
melakukan tuntutan pidana atau selambat-lambatnya sebelum putusan pengadilan
dibacakan.®®

Dalam pengalaman Pengadilan HAM dan Pengadilan HAM ad hoc, penuntut umum tidak
pernah semenjak awal melakukan proses pengajuan ganti kerugian korban ke pengadilan.
Kelompok korban atau pendampingnya yang mempersiapkan permohonan ini dan kemudian
diajukan kepada penuntut umum. Penuntut umum selanjutnya melampirkan permohonan
korban ini dalam lampiran surat tuntutan. Para korban sendiri atau melalui kuasa hukumnya,
mengajukan sendiri atau langsung ke pengadilan.

Kerumitan dan kelemahan tersebut, diperbaiki melalui UU No. 13/2006 dan PP No. 44/ 2008.
PP tersebut mengatur proses pengajuan kompensasi dan restitusi korban pelanggaran HAM
yang berat, diantaranya memberikan mandat kepada LPSK, sebagai lembaga yang
memfasilitasi permohonan Kompensasi dari korban baik melalui Jaksa Agung maupun
langsung ke Pengadilan HAM.

Bahkan Pengaturan terbaru dalam UU No 31 tahun 2014 di Pasal 7 dinyatakan bahwa
“..Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat ...juga berhak atas kompensasi.
Kompensasi bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat diajukan oleh korban,
keluarga, atau kuasanya kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia melalui LPSK”. Dan dalam
Pasal 7 ayat (3) juga menyatakan bahwa Pelaksanaan pembayaran Kompensasi diberikan
oleh LPSK berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
PP No. 44/2008 memberikan kejelasan tentang prosedur permohonan kompensasi dan
pelaksanaannya, termasuk syarat-syarat pengajuan kompensasi yang dilakukan melalui
LPSK. Pengajuan kompensasi dapat dilakukan pada saat penyelidikan pelanggaran HAM
yang berat atau sebelum dibacakan tuntutan oleh penuntut umum. Setelah disetujui oleh
LPSK berdasarkan terpenuhinya syarat-syarat tertentu, LPSK kemudian menyampaikan
permohonan kompensasi beserta keputusan dan pertimbangannya kepada pengadilan HAM.
Dalam hal LPSK berpendapat bahwa pemeriksaan permohonan Kompensasi perlu dilakukan
bersama-sama dengan pokok perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, permohonan
disampaikan kepada Jaksa Agung. Kemudian penuntut umum pelanggaran hak asasi
manusia yang berat dalam tuntutannya mencantumkan permohonan Kompensasi beserta
keputusan dan pertimbangan LPSK.

Permohonan kompensasi yang dilakukan setelah putusan pengadilan HAM telah memperoleh
kekuatan hukum tetap dilakukan berdasarkan prosedur yang sama, dengan adanya hasil

% Lihat Pasal 98 KUHAP.
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penetapan pengadilan. Pengadilan HAM akan memeriksa dan menetapkan permohonan
kompensasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari. Pengadilan dalam
melakukan pemeriksaan permohonan kompensasi dapat meminta keterangan kepada korban,
keluarga, atau kuasanya, LPSK, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan pihak lain yang
terkait.

Untuk melengkapi regulasi terkait kompensasi tersebut, pada tahun 2010 LPSK telah
menyusun peraturan LPSK No. 2 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP)
permohonan dan Pelaksanakaan Kompensasi,®® dan Peraturan LPSK No 1 Tahun 2010
tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) permohonan Pelaksanan Restitusi.

Meski ada perbaikan dalam prosedur, masih ada permasalah terkait dengan subtansi, karena
rumusan tentang kompensasi dalam PP No. 44/2008 masih sama dengan perumusan dalam
PP No. 3/2002 bahkan di perkuat dalam pasal 1 UU No 31 tahun 2014 Kompensasi masih
diartikan sebagai ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu
memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Pengertian
tersebut telah mengebiri hak kompensasi bagi korban pelanggaran HAM berat, karena
semata-mata menggantungkannya pada adanya kesalahan pelaku. Pengalaman pengadilan
HAM menunjukkan, kesemua terdakwa pada akhirnya dibebaskan, dan tak ada satupun
korban yang secara menerima kompensasi maupun restitusi melalui mekanisme ini.

Sampai dengan 2016, dengan tidak adanya satu pengadilan HAM yang dibentuk lagi,
sehingga belum dapat diketahui efektifitas ketentuan tentang prosedur pengajuan kompensasi
berdasarkan UU No. 13/2006 dan PP No. 44/2008, termasuk UU No 31 Tahun 2014.

4. Bantuan Medis dan Rehabilitasi Psiko-Sosial

UU No. 13/2006 mengatur hak-hak baru kepada korban pelanggaran HAM yang berat yaitu
hak atas bantuan medis dan rehabilitasi psikososial. Hak-hak tersebut diberikan oleh LPSK
dalam dua kategori; terhadap perkara yang sudah diputuskan oleh pengadilan HAM atau
sebelum adanya pengadilan HAM berdasarkan rekomendasi dari Komnas HAM. Hak-hak ini
telah diimplementasikan oleh LSPK untuk Korban pelanggaran HAM yang berat. Hak-hak
tersebut juga merupakan satu satunya dan salah satu bentuk pemberian reparasi kepada para
korban yang tidak tergantung pada tidaknya pengadilan,* atau putusan tentang ada tidaknya
kesalahan pelaku.

% Secara garis besar pemberian kompensasi dalam peraturan tersebut dibagi dalam tiga tahapan sebagai berikut:
Tahap pertama, pengajuan permohonan kompensasi. Kompensasi diberikan kepada saksi dan/ atau korban
setelah ada permintaan secara tertulis yang diajukan oleh yang bersangkutan atau orang yang mewakilinya.
Permintaan tertulis tersebut diajukan kepada LPSK yang berkedudukan di ibukota atau lokasi terdekat dari
pemohon dimana LPSK mendirikan kantor perwakilannya di daerah. Tahap kedua, pemeriksaan kelayakan
permohonan kompensasi. LPSK melakukan pemeriksaan substantif untuk menentukan layak tidaknya korban
untuk diberikan kompensasi serta melakukan penelahaan besaran ganti kerugian yang diajukan dalam
permohonan.Tahap ketiga, pelaksanaan kompensasi. LPSK memproses permohonan kompensasi melalui
mekanisme peradilan yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. LPSK
bekerjasama dengan instansi terkait yang berwenang untuk melaksanakan kompensasi.Dengan diperjelasnya
tahapan tahapan tersebut maka permohonan kompensasi dapat meringankan beban korban dalam pengajukan
kompensasi

%0 |ihat Aspek-Aspek Penting Penanganan Permohonan Bantuan Medis dan Psikososial Korban Pelanggaran
HAM Berat, Supriyadi Widodo Eddyono, Paper kerja, LPSK, 2013
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Berdasarkan UU baru yakni UU No 31 Tahun 2014 dilakukan revisi atas bantuan medis psikologis ini
dalam Pasal 6A

Cakupan mengenai Psikososial dalam UU ini lebih luas, merujuk ke Penjelasan Pasal ada beberapa
perkembangan dalam hal ini:

Pasal 6 (1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme,
Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana
kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5, juga berhak mendapatkan: a. bantuan medis; dan b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.
(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK

Dalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “bantuan medis” adalah bantuan yang
diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik Korban, termasuk melakukan pengurusan dalam hal
Korban meninggal dunia misalnya pengurusan jenazah hingga pemakaman Huruf b Yang dimaksud
dengan “rehabilitasi psikososial” adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial
yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis,
sosial, dan spiritual Korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar,
antara lain LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup Korban dengan melakukan kerja
sama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan,
bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan. Yang dimaksud dengan
“rehabilitasi psikologis” adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Korban yang menderita
trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Korban

5. Cakupan Bantuan Medis dan Psikososial

Berasarkan SOP*!, Bantuan medis dan rehabilitasi psiko-sosial adalah bantuan khusus yang
diberikan kepada korban karena timbulnya penderitaan fisik maupun psikis yang diderita
korban pelanggaran HAM vyang berat, yang ditentukan melalui proses penetapan oleh
LPSK.** Pemberian bantuan ini secara khusus diberikan dalam rangka pemenuhan hak atas
pemulihan bagi saksi korban, dan secara umum untuk mendudukung/ membantu proses
penegakan hukum pidana khususnya dalam proses penegakan hukum bagi pelanggaran HAM
yang berat di Indonesia.

Bantuan medis adalah bentuk layanan bantuan yang diberikan LPSK terkait dengan
kebutuhan perawatan secara medis oleh dokter atau ahli lainnya yang terkait dengan layanan
medis kepada korban yang diberikan oleh LPSK, dalam bentuk tindakan-tindakan medis yang
sesuai dengan kondisi saksi dan/atau korban.** Sementara bantuan rehabilitasi psiko-sosial
adalah bentuk layanan bantuan yang diberikan LPSK terkait dengan kebutuhan perawatan

# peraturan LPSK NOMOR: 4 TAHUN 2009 PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMBERIAN BANTUAN MEDIS
DAN PSIKOSOSIAL

2 1bid.

* bid
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dan pemulihan secara psikologi maupun sosial oleh psikolog, psikiater, pekerja sosial yang
terlatih atau pekerja kesehatan psikososial atau ahli lainnya yang terkait untuk memulihkan
kembali kondisi kejiwaan dan kompetensi serta modalitas sosial korban**

Bantuan medis-psikosial adalah segala sesuatu yang terkait dengan pelayanan kesehatan
(health care) dan sejenisnya. Bantuan ini adalah semua tindakan yang ditujukan untuk
mempercepat kesembuhan korban, diantaranya terapi fisik psikologi dan rehabilitasi korban
(mental health counseling), yang mencakup:
a. Pengobatan dibayarkan langsung (direct medical costs), yang diperuntukan untuk
memenuhi keseluruhan biaya perawatan kesehatan (tindakan medis);
b. Kebutuhan obat yang diperlukan korban, selama proses pengobatan (prescription
claim);
c. Mengembalikan kesehatan mental korban, melalui tindakan terapi psikologi, atau pun
terapi psikologi yang bertujuan untuk memercepat kesembuhan korban;
d. Terapi fisik (fisio therapy) untuk mengembalikan korban ke dalam lingkungan
pekerjaannya semula, dan kehidupan sehari-harinya;
e. Transportasi yang dibutuhkan oleh korban dan/atau keluarganya, selama proses
pengobatan di rumah sakit.

SOP® ini menetapkan standar pelayanan medis dan psikososial yang mencakup: skema
bantuan bagi korban dengan berbasis pada pelayanan medis;

a. skema bantuan bagi korban dengan berbasis pada pelayanan kesehatan psikologis;

b. skema bantuan bagi korban dengan berbasis pada pemulihan berbasis sosial budaya.

Cakupan bantuan medis ini mencakup empat respon pelayanan medis yang akan diberikan,
sesuai dengan kondisi medis yang dialami oleh pemohon yakni:

a. Respon | : Gawat Darurat Pelayanan Urgensi;

b. Respon II: Gawat Darurat Pelayanan Medis Emergensi;

c. Respon I11: Pelayanan rawat inap;

d. Respon IV: pelayanan rawat jalan.

Dalam pelayanan medis, kategori urgensi adalah layanan medis yang bersifat segera dan
diperlukan secara cepat ditujukan segera kepada korban untuk penyelamatan nyawa korban
(bersifat kritis); Dalam pelayanan Medis, kategori emergensi adalah suatu kondisi dimana
bantuan darurat diperlukan adalah sekurang-kurangnya, suatu keadaan medis, psikis, yang
nyata-nyata serius mengancam kondisi fisik korban namun tidak mengancam nyawa. Dalam
hal tertentu pelayanan Medis, kategori urgensi dan emergensi ini mencakup pula perawatan
intensif dengan penggunaan unit perawatan intensi (intensif care unit) di mana suatu bagian
perawatan rumah sakit yang membutuhkan ruangan dan pengawasan khusus secara
berkesinambungan oleh dokter yang memiliki kualifikasi untuk perawatan ICU yang dibantu
oleh perawat khusus dengan peralatan khusus; Sedangkan bantuan dalam pelayanan medis
rawat inap dan rawat jalan, adalah bantuan di mana pelayanan pemberian bantuan diberikan
kepada saksi dan/atau korban dalam situasi yang lebih stabil, untuk pemulihan korban.

44 (1.
Ibid.

*® bid Peraturan LPSK NOMOR: 4 TAHUN 2009 PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI

DAN KORBAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMBERIAN BANTUAN

MEDIS DAN PSIKOSOSIAL
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Layanan rawat inap diperlukan bagi korban untuk menerima perawatan atau pengobatan yang
diperlukan secara medis di mana korban harus tinggal di Rumah Sakit.*°

LPSK memberikan pelayanan Psikologis bagi para korban dengan menyediakan bentuk-
bentuk Layanan Psikososial (penentuan ini berdasarkan indikator tertentu) berupa:
a. Konseling, misalnya: Konseling sederhana (non-darurat): maksimal 7 sesi;
b. Psikoterapi dan Intervensi Khusus, misanya: CBT, Feminist Conselling, Feminist
Therapy, Group Therapy, Family Therapy;
c. Bentuk-bentuk pemulihan jangka panjang (Contoh: Prolonged Exposure);
d. Kombinasi Medis dan Psikososial (Terapi Psikososial dan Medikasi).

Penggunaan bentuk-bentuk pelayanan tersebut menggunakan pendekatan yang beragam,
tergantung kondisi dan kompleksitas problem psikis yang dialami oleh korban. Misalnya
penggunaan metode Client Center, Family Based dan Community Based. Bentuk layanan
diberikan juga akan dilakukan berdasarkan hasil pengamatan dan telaah dari ahli yang
ditunjuk oleh LPSK.

Dalam kerangka layanan ke arah psikosoial, Peraturan LPSK juga mengatur mengenai
pemberdayaan sosial budaya yakni layanan khusus untuk Pemberdayaan Sosial Budaya yang
dilakukan untuk mempersiapkan korban agar dapat menyiapkan modalitas sosialnya atau
mempersiapkan korban agar dapat berinteraksi dengan kehidupan sosialnya. Aktivitas dalam
konteks ini terutama terkait dengan pemberdayaan yang berbasis pada komunitas sosial atau
pemberdayaan sosial sesuai dengan konteks budaya bagi korban. Aktivitas dalam program ini
mencakup pendidikan, peningkatan keahlian sosial, dan pendampingan khusus untuk bisa
diterima dalam lingkungannya.

6. Besaran Biaya dan Jangka Waktu

Dalam praktiknya LPSK akan melakukan taksiran besaran biaya yang akan diperkirakan.
LPSK menentukan kelayakan, jangka waktu serta besaran biaya yang diperlukan dalam
pemberian bantuan berdasarkan keterangan dokter, psikiater, psikolog, rumah sakit, dan/atau
pusat kesehatan/rehabilitasi*’. Dalam kaitannya dengan besaran biaya yang akan dikeluarkan,
fungsi pemberian bantuan akan mengikuti standar umum dalam pemberian fasilitasi medis.
Mencakup biaya bantuan medis, psikologi dan rehabilitasi sosial. Biaya bantuan medis-
psikosial adalah segala sesuatu yang terkait dengan pelayanan kesehatan (health care) dan
sejenisnya. Termasuk di dalamnya, biaya rumah sakit, dokter, dan semua tindakan, yang
ditujukan untuk kesembuhan korban. Biaya ini mencakup pula biaya yang dikeluarkan untuk
tindakan, yang memiliki tujuan guna mempercepat kesembuhan korban. Serta biaya untuk
keperluan terapi fisik psikologi, dan rehabilitasi korban (mental health counseling), yang
mencakup:
a. Biaya pengobatan dibayarkan langsung (direct medical costs), yang diperuntukan untuk
memenuhi keseluruhan biaya perawatan kesehatan (tindakan medis);
b. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mencukupi kebutuhan obat yang diperlukan korban,
selama proses pengobatan (prescription claim);

8 1bid.
47 pasal 38 PP No. 44/2008.
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c. Biaya yang dikeluarkan dalam rangka mengembalikan kesehatan mental korban, melalui
tindakan terapi psikologi, atau pun terapi psikologi yang bertujuan untuk memercepat
kesembuhan korban;

d. Biaya terapi fisik (fisio therapy) untuk mengembalikan korban ke dalam lingkungan
pekerjaannya semula, dan kehidupan sehari-harinya;

e. Biaya transportasi yang dibutuhkan oleh korban dan/atau keluarganya, selama proses
pengobatan di rumah sakit.

Pemberian pelayanan ini dapat diberikan baik secara terpisah maupun secara kumulatif sesuai
dengan hasil analisis medis dan LPSK.

Dalam PP No. 44/2008, Korban pelanggaran HAM yang berat berhak memperoleh bantuan,
dengan syarat utama adalah identitas resmi dan adanya surat keterangan sebagai korban
pelanggaran HAM berat dari Komnas HAM“®. mengenai prosedur surat dari Komnas HAM,
pada tahun 2013 Komnas HAM menyusun suatu SOP tentang prosedur pemberian surat
keterangan korban tersebut.

Disamping itu, terdapat syarat untuk adanya penelaahan dari ahli mengenai kondisi medis
maupun psikis dari korban.** Karena seluruh kasus pelanggaran HAM yang terjadi
merupakan kasus-kasus masa lalu yang dari segi waktu telah cukup lama, maka LPSK dalam
prakteknya juga meminta rekomendasi dari ahli terkait dengan apakah kondisi medis dan
psikis dari pemohon merupakan akibat atau berhubungan dengan pelanggaran HAM berat
yang menimpa pemohon.*

C. Implementasi Pemenuhan

Sampai dengan tahun 2013, hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat atas reparasi
mencoba diupayakan secara terbatas, yang meliputi hak untuk mendapatkan kompensasi,
restitusi, dan rehabilitasi, bantuan medis, rehabilitasi psiko-sosial. Upaya ini dilakukan
melalui mekanisme yang mendasarkan pada putusan pengadilan maupun berdasarkan
kewenangan yang diberikan dalam peraturan perundang-undangan.

1. Kompensasi

“8 pasal 35 (1) Permohonan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 memuat sekurang-kurangnya: a.
identitas pemohon; b. uraian tentang peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat; c. identitas pelaku
pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan d. bentuk Bantuan yang diminta. (2) Permohonan Bantuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri: a. fotokopi identitas Korban yang disahkan oleh pejabat
yang berwenang; b. surat keterangan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang menunjukkan pemohon
sebagai Korban atau keluarga Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat; c. fotokopi putusan pengadilan
hak asasi manusia dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia telah diputuskan oleh pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap; d. surat keterangan hubungan Keluarga, apabila permohonan diajukan oleh
Keluarga; dan e. surat kuasa khusus, apabila permohonan Bantuan diajukan oleh Kuasa Korban atau Kuasa
Keluarga.

*° pasal 38 LPSK menentukan kelayakan, jangka waktu serta besaran biaya yang diperlukan dalam pemberian
Bantuan berdasarkan keterangan dokter, psikiater, psikolog, rumah sakit, dan/atau pusat kesehatan/rehabilitasi.
%0 |ihat Aspek-Aspek Penting Penanganan Permohonan Bantuan Medis dan Psikososial Korban Pelanggaran
HAM Berat , Supriyadi Widodo Eddyono, Kertas Kerja, LPSK, 2013
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Pemberian Kompensasi bagi korban HAM berat hanya dapat berjalan dengan adanya
Pengadilan HAM, maka praktek implementasi kompensasi dapat dilihat dalam 3 pengadilan
yakni Pengadilan HAM adhoc untuk perkara pelanggaran HAM yang berat di Timor-Timur
dan Tanjung Priok, serta Pengadilan HAM perkara Abepura. Ketiga pengadilan tersebut
menggunakan prosedur kompensasi berdasarkan UU No. 26/2000 dan PP No. 3/ 2002.

a. Permohonan Kompensasi

Pengalaman proses pengadilan, permohonan kompensasi dilakukan secara resmi dan tertulis
oleh korban maupu secara lisan dalam persidangan. Pengajuan kompensasi yang dilakukan
dengan mencantumkan jumlah dan perincian permohonan, tentunya akan menjadi acuan yang
jelas bagi Majelis Hakim dalam memberikan putusan tentang kompensasi kepada korban
seharusnya sekaligus mencantumkan besaran dan model kompensasinya karena sesuai
dengan PP No. 3 tahun 2002 yang menyatakan bahwa besarnya ganti kerugian dan pemulihan
kebutuhan dasar korban pelanggaran HAM yang berat diserahkan kepada majelis hakim yang
bersangkutan.

Dalam praktek pengadilan HAM, pengajuan kompensasi dilakukan beberapa permohonan
dari korban; pertama, dalam perkara pelanggaran HAM yang berat Peristiwa Tanjung Priok
sebanyak 15 orang korban melalui jaksa penuntut umum mengajukan permohonan
kompensasi, yang kemudian permohonan tersebut disertakan oleh Jaksa untuk diajukan ke
pengadilan HAM ad hoc. Surat tuntutan Jaksa mencantumkan permohonan kompensasi, yang
mencakup besarnya nilai kerugian masing-masing korban. Permohonan kompensasi disusun
oleh korban bersama Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS),
berdasarkan identifikasi kerugian yang dialami para korban. Metode penghitungan
mencakup penghitungan yang didasarkan atas kerugian konkrit yang diderita orang perorang,
dan yang didasarkan pada pertimbangan kepentingan seluruh korban. Selain itu, korban juga
menuntut kerugian imateril kolektif yakni, permohonan maaf dari dan rehabilitasi nama baik
dari pemerintah melalui penetapan legal formal dan pembangunan fasilitas fisik. Pemerintah
dituntut agar memberikan kompensasi moral dan material®*

Tabel Kompensasi yang diajukan Ke Jaksa Agung

Nama Materiil Imateriil
Bachtiar Johan 600,091,239.00 500,000,000.00
Aminatun 630,327,612.0 1,500,000,000.00
Husain Safe 10,091,613,679.00 100.00

Ratono 174,283,013.00 2,000,000,000.00
Abdul Bashir 1,418,836,509.00 1,000,000,000.00
Marullah 149,517,689.00 500,000,000.00
Syaiful Hadi 1,972,270,419.00

Syarif 279,786,825.00 1,000,000,000.00
Ishaka Bola 147,636,957.00 1,000,000,000.00
Makmur Anshari 366,574,514.00 500,000,000.00
Raharja 250,945,660.00 500,000,000.00

! http://www.kontras.org/buku/bagian%2011%20priok.pdf.
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http://www.kontras.org/buku/bagian%20II%20priok.pdf

Irta Sumirta 124,117,421.00 1,000,000,000.00
Ahmad Yaini 952,176,055.00 1,500,000,000.00
Yudhi Wahyudi 55,088,366.00 2,000,000,000.00
Amir Biki 2,145,731,337.00 1,000,000,000.00
Jumlah 19,358,997,295.00 14,000,000,100.00

Kedua, permohonan kompensasi korban pelanggaran HAM vyang berat dalam perkara
Abepura, Papua yang diajukan oleh kelompok korban ke Pengadilan HAM di Pengadilan
Negeri Makassar. Permohonan ini menggunakan gugatan model penggabungan perkara ganti
kerugian melalui mekanisme class action. Gugatan ini mewakili korban yang mengalami
kerugian akibat peristiwa pelanggaran HAM yang berat, dan menuntut adanya restitusi,
kompensasi dan rehabilitasi.”* Jaksa penuntut umum kemudian melampirkan permohonan
korban tentang ganti kerugian, yang mencakup untuk 89 saksi korban senilai 3.421.268
rupiah, tanpa terkecuali immaterial yaitu adanya sitgmatisasi, trauma berkepanjangan,
kehilangan kesempatan pendidikan, ritual keagamaan, mata pencaharian dan pergaulan sosial.

b. Kompensasi dalam Tuntutan Jaksa

Dalam Pengadilan HAM perkara Tanjung Priok, Surat Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa
Penuntut Umum menyertakan tentang permohonan kompensasi bagi korban pelanggaran
HAM yang berat di Tanjung Priok. Tuntutan dengan disertai permohonan kompensasi ini
merupakan permohonan kompensasi pertama dalam konteks pelanggaran HAM yang berat
yang secara formal diajukan melalui tuntutan jaksa, walaupun sebelumnya telah ada tuntutan
terhadap adanya kompensasi ini juga dimintakan secara lisan oleh beberapa korban pada saat
memberikan keterangan dalam persidangan.

c. Putusan Kompensasi

Dalam Pengadilan HAM ad hoc perkara pelanggaran HAM yang berat di Timor-Timur.
pengadilan tidak memberikan putusan mengenai kompensasi, bagi para korban meskipun
terdapat terdakwa yang dinyatakan bersalah dan pelakunya dijatuhi pidana. Ketiadaan amar
putusan tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi tersebut diduga karena memang tidak
ada tuntutan mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi kepada pengadilan. Pengadilan
merasa tidak ada kewajiban untuk memutuskan tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi
bagi korban dan ahli warisnya. Dalam persidangan, Jaksa tidak pernah melakukan upaya
penuntutan dengan menyertakan tuntutan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi demikian pula
dengan korban dan ahli warisnya.

Dalam perkara Tanjung Priok, terdapat 2 model putusan mengenai kompensasi kepada
korban; keputusan adanya kompensasi kepada korban tanpa memberikan jumlahnya, dan
putusan yang disertai jumlah/besaran kompensasi dan nama-nama para korban yang berhak
menerima. Kedua putusan tersebut mendasarkan pada adanya kesalahan terdakwa, karan
dalam putusan lainnya dimana terdakwanya dinyatakan tidak bersalah tidak ada putusan
mengenai kompensasi kepada korban.*?

%2 LihatPermohonan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam Kasus Pelanggaran HAM Berat
Abepura, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kasus Abepura, 7 Mei 2004.
%% Lihat rumusan kompensasi di PP No. 3/2002 dimana mendasarkan kepada adanya kesalahan pelaku.
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Dalam Putusan terhadap RA Butar-Butar, pengadilan disamping memutuskan terdakwa
bersalah dan dijatuhi hukuman 10 Tahun penjara, Majelis Hakim juga memutus mengenai
kompensasi bagi korban. Namun, pengadilan tidak mencantumkan dengan rinci besarnya
kompensasi untuk korban, dan hanya menyatakan besarnya kompensasi diserahkan
sepenuhnya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Majelis Hakim hanya
menyebutkan bahwa karena korban sudah cukup lama menderita, tidak saja korban yang
langsung tetapi juga dirasakan oleh keluarga korban dan ahli warisnya, yaitu para korban
yang meninggal dunia dan korban yang menderita luka serta cacat baik itu cacat sementara
ataupun cacat seumur hidup. Oleh karenanya, pengadilan memutuskan untuk memberikan
kompensasi kepada korban atau ahli warisnya yang proses serta jumlahnya ditetapkan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

Putusan mengenai kompensasi ini merupakan putusan yang pertama kali dalam sejarah
peradilan HAM yang diberikan bagi korban pelanggaran HAM yang berat. Putusan dengan
model menyerahkan besaran kompensasi kepada korban ini dapat dilihat sebagai sebuah
upaya kecil untuk mengakomodir hak-hak terhadap korban. Walaupun sulit dalam
pelaksanaannya, karena tidak secara jelas menghitung besarnya kompensasi atau model
kompensasi yang bagaimana yang akan diberikan kepada korban.>

Dalam putusan perkara Sutrisno Mascung dkk,> amar putusan pengadilan secara tegas
mencantumkan mengenai pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi kepada korban
pelanggaran HAM berat di Tanjung Priok. Putusan ini sangat penting karena adanya
pengakuan kepada para korban dan hak-haknya, yang terlihat dari disebutkannya kriteria
mengenai korban yang berhak mendapatkan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi serta
nominal yang diperoleh korban pelanggaran HAM berat Tanjung Priok. Kriteria yang
dikemukakan Majelis Hakim untuk memberikan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi kepada
korban adalah:

1) Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana oleh pengadilan.

2) Oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka secara otomatis,
akibat dari peristiwa (yang dilakukan terdakwa), korban berhak mendapatkan
kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.

3) Adanya pengajuan permohonan secara tertulis dari korban dan atau ahli waris korban
kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara.

4) Korban (pemohon) belum pernah mendapatkan bantuan apapun, berupa kompensasi,
restitusi dan rehabilitasi dari pihak manapun (baik terdakwa/pelaku maupun dari pihak

lainnya).
Tabel 6
Nama Korban yang Mendapatkan Kompensasi dan Nominal Kompensasi >
No [ Nama Materiil Immateriil
1. Bachtiar Johan Rp. 35.000.000,- Rp. 12.500.000,-
2. Aminatun Rp. 35.000.000,- Rp. 35.000.000,-
3. Husain Safe Rp. 250.000.000,- -

> Lihat putusan No. : 03/Pid. HAM/Ad Hoc/2003 atas hama terdakwa R. Butar-Butar, 30 April 2004, hal. 59-60.
% |_jhat putusan No 1/Pid. HAM/AdHoc/2003/PN.JKt.Pst.

% pytusan No. 01/Pid. HAM/Ad Hoc/2003/PN.JKT.PST atas nama Sutrisno Mascung, dkk, 20 Agustus 2004,
hal. 143-145.

*" Ibid
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4 Ratono Rp. 17.500.000,- Rp. 67.500.000,-
5. Marullah Rp. 8.500.000,- Rp. 12.500.000,-
6. Syaiful Hadi Rp. 112.500.000,- -

7 Syarif Rp. 22.500.000,- Rp. 35.000.000,-
8 Ishaka Bola Rp. 8.500.000,- Rp. 35.000.000,-
9. Makmur Anshari Rp. 17.500.000,- Rp. 12.500.000,-
10. | Rahardja Rp. 15.000.000,- Rp. 12.500.000,-
11. | Irtha Sumirta Rp. 8.500.000,- Rp. 67.500.000,-
12. | Yudhi Wahyudi Rp. 3.500.000,- Rp. 35.000.000,-
13. | Amir BiKki Rp. 125.000.000,- Rp. 35.000.000,-
Jumlah Rp. 658.000.000,- Rp. 357.000.000,-
Total Rp. 1.015.000.000,-

Melihat pengaturan dan praktek yang terjadi dalam pengadilan HAM ad hoc dapat
menjelaskan tentang perlunya pengaturan secara khusus tentang kompensasi, terutama
berkenaan dengan prosedur pengajuan yang berbeda dengan KUHAP. Jaksa Agung dalam
kenyataannya tidak bisa diharapkan untuk dapat melakukan upaya penuntutan untuk
terpenuhinya hak-hak korban terutama hak yang berkenaan dengan kompensasi, restitusi dan
rehabilitasi. Sedangkan korban dan ahli warisnya kadangkala tidak mempunyai kemampuan
untuk melakukan penuntutan atas hak-hak mereka karena berbagai macam, yang sebelumnya
secara yuridis memang tidak ada kejelasan tentang mekanisme secara pasti bagaimana para
korban ini dapat mengajukan permohonan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi ke
pengadilan.

Konsekuensi atas lemahnya rumusan ketentuan mengenai kompensasi, ini pada akhirnya
telah merugikan korban, yang terbukti misalnya putusan pengadilan HAM ad hoc perkara
Tanjung Priok. Majelis hakim menyatakan memberikan kompensasi kepada korban dan ahli
warisnya yang proses serta jumlahnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Rumusan putusan tersebut membingungkan karena kewenangan mengenai jumlah atau
besarnya ganti kerugian adalah sepenuhnya kewenangan majelis hakim untuk menentukan,
sementara majelis hakim malah menunjuk besar jumlah kompensasi kepada peraturan yang
berlaku. Pada saat itu, belum ada tidak ada peraturan yang pasti mengenai bagaimana
menghitung jumlah kompensasi dalam kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat, selain
prinsip cepat, adil dan layak. Dalam perkara Tanjung Priok juga menunjukkan kompensasi
yang digantungkan pada kesalahan terdakwa, membuat para korban pada akhirnya tidak
mendapatkan kompensasi karena terdakwa pada akhirnya dibebaskan.

d. Permohonan Kompensasi melalui LPSK

LPSK juga menerima permohonan kompensasi dari para korban pelanggaran HAM yang
berat. Sepanjang tahun 2008-2009, permohonan kompensasi tercatat; atas nama Edi
Sartimin, seorang korban pelanggaran HAM kasus 65 di Medan, Sekarno seorang korban 65
dari Jawa Tengah, dan satu surat permohonan dari komunitas Tanjung Priok atas nama 13
permohonan. Tiga permohonan tersebut meminta pembayaran kompensasi atas kerugian yang
mereka terima dalam peritiwa pelanggaran HAM tersebut.
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LPSK kemudian merespon permohonan tersebut. Dalam 2 permohonan dari korban 65,
LPSK bukan tidak diterima namun hasil penelaahan yang dilakukan LPSK menyimpulkan
bahwa sebagai korban peritiwa 65, LPSK harus menunggu adanya surat keterangan korban
dari Komnas HAM sebagai lembaga yang berwenang melakukan rekomendasi. Pada saat itu
penyelidikan peristiwa 65 di Komnas HAM belum mengeluarkan hasil, sehingga pemohon
harus menunggu hasil dari KPP sehingga surat keterangan korban dapat di keluarkan. Di
samping itu, proses pengadilan HAM yang menjadi syarat diajukannya permohonan
kompensasi belum terbentuk. Hal lain yang penting adalah mengenai dokumen-dokumen
pendukung bagi permohonan kompensasi, yang belum secara memadai dipersiapkan oleh
pemohon. Sedangkan untuk permohonan kompensasi dari korban HAM Tanjung Priok yang
diajukan, bila dilihat berdasarkan prosedur permohonan ternyata pengadilan HAM yang
mengadilinya telah selesai sehingga tidak mungkin diajukan kembali.

Permohonan kompensasi ke LPSK meningkat pada tahun 2011-2012, terutama sejak LPSK
menyiapkan program bantuan medis dan rehabilitasi psikologis bagi korban HAM berat.
Seluruh permohonan mayoritas di lakukan oleh korban dan keluarga korban HAM berat
dalam kasus peritiwa 65, lebih lebih setelah penyelidikan Komnas HAM menyimpulkan
adanya dugaan pelanggaran HAM berat atas peristiwa 1965-1966.

Paling tidak tercatat berdasarkan data permohonan LPSK tahun 2012°® saja, ada sekitar 25
permohonan kompensasi dari 217 permohonan korban pelanggaran HAM berat *° Namun
karena proses pengadilan HAM yang menjadi syarat diajukannya permohonan Kompensasi
belum terbentuk. Dan juga dokumen-dokumen pendukung bagi permohonan kompensasi
yang belum secara memadai dipersiapkan oleh pemohon, maka permohonan masih
menunggu kedua proses tersebut untuk di implementasikan.

2. Restitusi (Ganti Rugi oleh Pelaku atau Pihak Ketiga)

Satu-satunya praktek restitusi bagi korban pelanggaran HAM berat, sebelum lahirnya UU No
13/2006 adalah yang diajukan dalam Pengadilan HAM Abepura di Makasar. Korban dan
Koalisi Masyarakat Sipil untuk kasus Abepura mengajukan permohonan restitusi yang
diajukan melalui penggabungan perkara ganti kerugian dalam kasus pelanggaran HAM berat
Abepura.®® Dalam permohonan ganti kerugian material yang dimintakan kepada para
terdakwa dalam gugatan ganti kerugian tersebut, menggunakan model perwakilan kelas dari
kelompok korban Abepura (gugatan class action) yang jumlah keseluruhannya lebih dari 100
orang dengan perincian sebagai berikut :

WAKIL KELAS |

Item \ Nilai \

%% |aporan penerimaan UP2 tahun 2012 LPSK

* Dalam permohonan, korban mencantumkan permohonan yang di inginkan, sebagian besar korban
mengajukan bantuan medis dan psikologis.

% Namun paling tidak upaya atau inisiatif untuk melakukan permohonan restitusi bagi korban dalam model ini
menunjukkan bahwa dorongan atau dukungan bagi korban pelanggaran HAM berat, sangat jarang dilakukan
atas fasilitasi aparat hukum Negara, sehingga korban mengambil jalan memutar agar permohonan restitusinya
dapat dikabulkan. Atau dalam sisi lain mekanisme dan prosedur yang disediakan oleh Negara kerap tidak dapat
di penuhi oleh korban karena akses mereka atas mekanisme tersebut terbatas

27



Biaya penggalian Rp. 300.000
kuburan
Peti jenazah Rp.2.000.000
BiayaVisum Rp. 1.000.000
Biaya Formalin Rp. 400.000
Biaya transportasi Rp. 2.000.000
Biaya konsumsi Rp. 500.000
Total Rp.
6.200.000
WAKIL KELAS 11
Item Nilai
Biaya pengobatan Rumah Rp. 1.700.000
Sakit
Biaya kontrol medis (2001- Rp. 1.500.000
2002)
Biaya kontrol medis Rp. 1.000.000
Biaya transportasi Rp. 1.000.000
Total Rp. 5.200.000
WAKIL KELAS Il
Item Nilai
Biaya pengobatan Rumah Rp. 2.000.000
Sakit
Biaya kontrol medis (2001- Rp. 1.000.000
2002)
Biaya transportasi Rp. 500.000
Total Rp. 3.500.000
WAKIL KELAS IV
Item Nilai
Pintu rumah 3 buah @ Rp. Rp. 1.500.000
500.000
Seng atap rumah 4 bh @ Rp. 90.000
Rp.22.500
Sabit Rp. 30.000
Parang Rp. 140.000
Kampak Rp. 250.000
Kalung emas 5 gram @ Rp. 675.000
Rp.135.000
Celana panjang Rp. 130.000
Sepatu Rp. 350.000
Uang dalam dompet Rp. 1.500.000
Total Rp. 4.665.000
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Langkah yang dilakukan Korban dan Tim Penasehat Hukumnya mengajukan gugatan
penggabungan perkara ganti kerugian korban ini tidak dikabulkan oleh Pengadilan. Majelis
hakim menolak gugatan dengan menyatakan, bahwa peraturan perundang-undangan yang ada
tidak mengatur secara jelas bagaimana prosedur gugatan ganti kerugian dalam perkara
pelanggaran HAM berat.

Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan:®

1) Menyangkut restitusi, kompensasi dan rehabilitasi sudah ditentukan secara khusus
dalam Pasal 35 UU Pengadilan Hak Asasi Manusia yang diimplementasikan lebih
jauh dengan Peraturan Pemerintah RI. Apa yang ditentukan oleh Pasal 10 UU
Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai dasar wakil dari para korban untuk
mengajukan pengabungan perkara gugatan ganti kerugian menurut Pasal 98-101
KUHAP, adalah pengaturan yang bersifat umum. Karena, UU Pengadilan Hak Asasi
Manusia merupakan pengaturan yang bersifat khusus dalam rangka praktek
Pengadilan HAM, sedangkan Pasal 98-101 KUHAP adalah pengaturan bersifat umum
meskipun Pasal 10 UU Pengadilan Hak Asasi menentukan sepanjang tidak diatur lain
maka hukum acara yang berlaku adalah hukum acara pidana. Maka yang berlaku
adalah asas hukum lex specialist derogate lex generalis, dimana peraturan yang
bersifat khusus harus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum.

2) Mekanisme gugatan Class Action adalah mekanisme pembuktian gugatan yang
terbilang “mudah atau ringan”, sedangkan pembuktian perkara pelanggaran berat hak
asasi manusia adalah pembuktian yang “berat atau rumit” karena merupakan extra
ordinary crime. Sehingga bilamana para korban tetap berkeinginan menuntut ganti
kerugian yang dialaminya, maka permohonan untuk itu hanya dapat diajukan melalui
(1) Jaksa Penuntut Umum untuk dipertimbangkan nantinya; ataupun (2) dengan cara
mengajukan gugatan perdata murni.

Penolakan majelis hakim tersebut disertai dengan saran kepada Korban, agar pengajuan
kompensasi, restitusi dan rehabilitasinya disampaikan secara langsung kepada majelis hakim
melalui jaksa penuntut umum pada waktu Korban diperiksa sebagai saksi di pengadilan.
Selanjutnya jaksa penuntut umum dalam tuntutan pidananya menyatakan telah terjadi
pelanggaran HAM vyang berat dan menuntut para terdakwa 10 tahun penjara. Selain itu,
meskipun hanya dicantumkan dalam lampiran, penuntut umum juga menyertakan tuntutan
ganti kerugian untuk 89 saksi korban senilai 3.421.268.500 rupiah tanpa terkecuali
immaterial yaitu stigmatisasi sparatis, trauma berkepanjangan, kehilangan kesempatan
pendidikan, ritual keagaaman, mata pencaharian dan pergaulan sosial. Dalam perkara tersebut
Pengadilan akhirnya membebaskan para terdakwa dan tidak ada putusan mengenai restitusi
kepada para korban.

Dalam praktiknya, sebagian besar kelompok korban akan mengalami kebingungan untuk
mendorong apakah mengajukan restitusi ataukah kompensasi. Hal ini patut dipahami karena
sebagai dua hak tersebut dapat dilakukan bagi korban pelanggaran HAM yang berat. Namun
umumnya korban akan lebih memilih prosedur kompensasi dengan harapan akan ada ganti
rugi langsung dari Negara. Para Korban tidak memilih ganti rugi melalui restitusi dari pelaku
dikarenakan mereka tidak yakin pelaku akan mau membayar ganti rugi, di samping itu ada
ketidakyakinan bahwa pelaku dapat diputus bersalah oleh pengadilan. Sehingga hampir

%1 Sjaran pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kasus Abepura Tentang Penetapan Pengadilan HAM Makassar
Atas Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian Korban Peristiwa Abepura, 9 Juni 2004.

29



semua korban lebih memilih mekanisme kompensasi. Padahal dalam prakteknya, kompensasi
bagi korban juga terkendala karena putusan pemberian kompensasinya digantungkan dengan
posisi bersalah atau tidaknya pelaku.

Di LPSK, selama 2009-2015 sangat jarang menerima permohonan restitusi dari korban
pelanggaran HAM berat. Pada tahun tahun 2012, berdasarkan catatan Unit Penerimaan
Permohonan, (UPP) LPSK, permohonan restitusi di gabungkan dengan permohonan
kompensasi dengan 1 permohonan, sedangkan permohonan restitusi yang digabungkan
dengan kompensasi dan rehabilitasi ada 9 permohonan. Semua permohonan restitusi tersebut
tidak dapat diterima dengan dasar pertama bahwa Pengadilan HAM yang di jadikan dasar
pengajuan restitusi belum terbentuk, serta para pemohon tidak melengkapi beberapa
persyaratan terkait dengan bukti pengajuan restitusi tersebut seperti yang disyaratkan oleh
Uu.

3. Bantuan Medis dan Rehabilitasi Psiko-Sosial

Mekanisme layanan untuk pemberian bantuan medis dan psiko-sosial, secara normatif
tersedia berdasarkan UU No. 13/2006 dan PP No. 44/ 2008. Pelaksanaan bantuan medis dan
rehabilitasi psiko-sosial ini dilakukan oleh LPSK. Pemberian layanan bagi Korban
Pelanggaran HAM (PHB) yang berat dilakukan berdasarkan sejumlah prosedur yang
ditentukan, diantaranya syarat administratif, penilaian dan adanya keputusan paripurna
LPSK. Dalam pemberian layanan tersebut, LPSK dan Pemohon (Korban) membuat
perjanjian, yang intinya berisikan kewajiban LPSK terkait layanan medis atau psikologis,
hak-hak dari pemohon, jangka waktu, dan perpanjangan. Setelah perjanjian di tandatangani
oleh kedua belah pihak, permohonan bantuan medis dan psikologis dilakukan.

Dalam prakteknya, layanan bagi korban PHB ini mencakup layanan bantuan medis, dan
psikologis, belum sampai ke layanan psikososial sesuai dengan amanat UU, terutama
berdasarkan UU No 31 Tahun 2014.

Pada tahun 2010, pertama kali korban Pelanggaran HAM berat mendapat rehabilitasi
bantuan medis dan psikologis berdasarkan prosedur LPSK. Seorang korban peristiwa 1965
mengajukan permohonan bantuan medis psikologis di LPSK, yang kemudian diputuskan
diterima oleh LPSK dan mendapatkan layanan medis dan psikologis. Setelah dikabulkannya
permohonan ini, berbagai kelompok korban lainnya kemudian mengajukan permohonan
bantuan medis dan psikososial ke LPSK.

Tahun 2011 jumlah pemohon berjumlah 7 orang, yang merupakan korban dalam Peristiwa
Tanjung Priok 1984 dan Peristiwa Penghilangan Paksa tahun 1997-1998. Pada Tahun 2012,
permohonan ke LPSK meningkat drastis menjadi 217 orang, yang merupakan korban
Peristiwa 1965-1966, Peristiwa Tanjung Priok 1984 dan Peristiwa Penghilangan Paksa tahun
1997-1998. Dari Permohonan tersebut, jumlah korban yang mendapatkan layanan medis dan
psikologis sampai dengan bulan Desember 2012 berjumlah 127 Korban, dengan perincian
layanan bantuan medis 122 orang dan layanan psikologis 125 orang. Tahun 2013 jumlah
1151 permohonan bantuan medis dan psikososial.

Jumlah layanan yang menerima bantuan medis psikologis setiap tahunnya terus bertambah,
ditahun 2013 layanan medis berjumlah 452 dan psikologis 375, di tahun 2014 layanan medis
bertambahn menjadi 775 sedangkan psikologis menjadi 320. Di 2015 layanan medis bagi
korban PHB melesat ke angka 1509 sedangkan layanan psikologis berju,lah 351.
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Tabel 1
Jumlah Permohonan Layanan Medis dan psikososial korban HAM berat ke LPSK

Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Medis 1 7 217 1.151 621 1275
Psikologis 1 7 217 1.151 621 1275

Sumber: ICJR berdasarkan rekapitulasi data tahunan LPSK

Tabel 2
Jumlah Layanan Medis, psikologis dan psikososial yang diberikan pertahunnya
Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Medis 1 4 122 452 775 1571
Psikologis 1 4 125 375 320 353
Rehabilitasi - - - - -
psikososial

Sumber: ICJR berdasarkan rekapitulasi data tahunan LPSK

Tabel 4
Jumlah Penerima Layanan Medis dan psikososial Berdasakan Peristiwa
Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tanjung Priok 1984 - - 3 6 - -
Penghilangan Paksa - - 6 12 - -
1997-1998
Peristiwa 1965-1966 1 1 118 434 - -

Sumber: ICJR berdasarkan rekapitulasi data tahunan LPSK

Tabel 5
Jumlah santunan kematian yang diberikan ke korban pelanggaran HAM

Tahun Santunan kematian
2015 64 orang
2016 -

Sumber: ICJR berdasarkan rekapitulasi data tahunan LPSK
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Berdasarkan sebaran geografis, korban Pelanggaran HAM yang Berat yang mengajukan
permohonan berada tersebar di beberapa wilayah yakni; Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera
Utara, Sumatera Barat, Jawa Timur, dan DKI Jakarta. Dengan sebaran wilayah dari para
pemohon, dalam pelaksanaan pemberian layanan, LPSK menggunakan sistem layanan medis
dan psikologis rujukan dengan tanggungan penuh LPSK.

Artinya, sistem rujukan ini dilakukan oleh instansi medis dan psikologis yang tersedia dan
dapat di jangkau dengan mudah oleh korban, dengan pemantauan/monitor secara periodik
olen LPSK. Instansi atau lembaga medis yang ditentukan sebagai rujukan dilakukan
berdasarkan pada ketersediaan prasarana dan peralatan yang mendukung rehabilitasi medis
dan psikologis tersebut. Saat ini LPSK telah melakukan kerjasama bagi layanan medis dan
psikologis kurang lebih 60 lembaga/unit medis dan psikologis seluruh Indonesia.

LPSK juga memberikan santunan kematian berdasarkan pada Keputusan Ketua LPSK
Nomor: KEP-197/1.2/LPSK/IV/2015, tertanggal 27 April 2015 tentang Bantuan Pengurusan
Jenazah bagi Terlindung yang meninggal dunia. Pada tahun 2015, LPSK telah memberikan
santunan kematian kepada ahli waris korban Pelanggaran HAM yang Berat sebanyak 64
(enam puluh empat) orang korban yang meninggal dunia®

Kebijakan Baru Layanan bagi korban pelanggaran HAM Berat

Pada tahun 2015 dan 2016, LPSK mengeluarkan kebijakan baru mengenai layanan bantuan medis
psikologis dan psikososial. Kebijakan ini dibuat berdasarkan beberapa Surat Keputusan Ketua LPSK
yakni :

SK Ketua LPSK No KEP-196/1.2.02/LPSK/IV/2015 tentang bantuan medis dan psikologis Bagi saksi
dan korban LPSK. Yang menitikberatkan bahwa layanan medis dan psikologis yang telah berjalan
masa 6 bulan pertama dilakukan oleh LPSK, dan pada Bulan ke 7 dilakukan oleh BPJS kesehatan.
Diberikan standar kelas 1 dan mendapatkan biaya transportasi dan uang makan selama proses
pemulihan dalam skema BPJS. Uang transportasi dan uang makan selama pemulihan di BPJS
diberikan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan dengan besaran transportasi Rp 150.000
(seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang makan sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah)
perkedatanganan. Kemudian kebutuhan yang tidak difasilitasi oleh BPJS akan di penuhi oleh LPSK
dengan syarat adminsitrasi.

SK Ketua LPSK No KEP-197/1.2.02/LPSK/IV/2015 tentang bantuan pengurusan jenazah bagi
terlindungan yang meninggal dunia di LPSK. Pada intinya SK mengatur bagi para korban yang
berada dalam perlindungan LPSK berhak mendapatkan bantuan pengurusan jenazah hingga
pemakaman dalam hal meninggal dunia sebesar Rp 2000.000 (dua juta rupiah).Bantuan tersebut
diajukan oleh ahli waris korban ke LPSK dengan persyaratan tertentu. Untuk korban yang masuk
dalam perlindungan LPSK maka Paling lama 30 hari setelah permohonan lengkap LPSK akan
memberikan keputusan berdasarkan Rapat Paripurna. Sedangkan untuk korban yang belum masuk
dalam perlindungan LPSK maka Paling lama 60 hari setelah permohonan lengkap LPSK akan
memberikan keputusan berdasarkan Rapat Paripurna.

SK Ketua LPSK No KEP-420/1/LPSK/X/2015 tentang bantuan alat bantu medis bagi saksi dan
korban di LPSK. SK ini pada intinya mengatur mengenai standar biaya alat bantu medis yang
diberikan bagi korban yakni berupa kacamata, alat bantu dengar, kursi roda, kaki palsu, dan gigi
palsu.

82 Laporan Tahunan LPSK Tahun 2015
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SK Ketua LPSK No KEP-247/1.2.02/LPSK/V/2016 tentang bantuan medis dan psikologis bagi saksi
korban di LPSK. SK ini merevisi layanan bantuan medis dengan mencabut SK Ketua LPSK No KEP-
196/1.2.02/LPSK/IV/2015 tentang bantuan medis dan psikologis Bagi saksi dan korban LPSK. Dalam
SK ini bantuan medis dan psikologis Bagi saksi dan korban LPSK. Yang menitikberatkan bahwa
layanan medis dan psikologis akan dilayanai dalam masa 2 (dua) kali 6 bulan pertama dilakukan oleh
LPSK. dan pada Bulan ke 13 dilakukan oleh BPJS kesehatan. Diberikan standar kelas 1 dan
mendapatkan biaya transportasi dan uang makan selama proses pemulihan dalam skema BPJS. Uang
transportasi dan uang makan selama pemulihan di BPJS diberikan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1
(satu) bulan dengan besaran transportasi Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang makan
sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) perkedatanganan. Kemudian kebutuhan yang tidak
difasilitasi oleh BPJS akan di penuhi oleh LPSK dengan syarat adminsitrasi.

Melihat jumlah korban yang mendapatkan bantuan medis dan psikososial melalui LPSK,
masih sangat kecil jika dibandingkan dengan perkiraan jumlah korban keseluruhan dari
berbagai Peristiwa pelanggaran HAM yang berat, setidaknya yang peristiwanya telah
diselesaikan penyelidikannya oleh Komnas HAM. Di samping itu, masih ada Korban
Pelanggaran HAM yang berat dalam beberapa kasus yang belum dapat atau belum mau
mengakses layanan di LSPK.

Namun ditengah peningkatan permohonan tersebut juga muncul sejumlah permasalahan dan
potensi hambatan dalam pelaksanaannya. Untuk menyikapi berbagai permasalah ini, di tahun
2013 LPKS menginisiasi pertemuan dalam bentuk workshop yang melibatkan institusi negara
lainnya,”® Komnas HAM, Korban, pendamping dan organisasi HAM untuk menyusun
serangkaian langkah kerja dan agenda bersama. Perumusan ini menghasilan 3 (tiga) aspek
utama dalam kerangka penanganan korban pelanggaran HAM masal lalu; (1) terkait dengan
regulasi tentang hak-hak korban pelanggaran HAM, (2) terkait dengan penanganan korban
oleh LPSK, dan (3) terkait dengan dukungan dan peran masyarakat sipil dalam mendukung
korban pelanggaran HAM.

Sampai dengan saat ini, sejumlah permasalah yang menyebabkan kurang maksimalnya
pemenuhan hak atas atas bantuan medis dan rehabilitasi psiko sosial yang didiskusikan dalam
forum diatas masih tetap relevan, yakni:

a. Hambatan Regulasi

Pemenuhan hak bantuan medis dan rehabilitasi psikososial masih bermasalah dari sisi
pengaturan sebagaimana yang diatur dalam UU 13/ 2006 dan PP No. 44/2008. Masalah
prosedur terhadap akses yang muncul adalah prosedur pemberian bantuan yang bersifat
segera untuk korban untuk merespon kondisi kondisi korban yang memerlukan penanganan
segera sebelum adanya keputusan LPSK. Syarat-syarat dapat diterimanya permohonan yang
seringkali menghambat korban untuk mendapatkan bantuan, dan kebutuhan adanya kebijakan
khusus terkait dengan pemulihan korban dari negara.

LPSK telah menyusun sejumlah SOP untuk prosedur ini dan juga mengupayakan revisi UU
No. 13/2006. Selain itu, LPSK juga secara aktif memberikan masukan kepada pemerintah
untuk membentuk adanya suatu kebijakan reparasi bagi korban pelanggaran HAM masa

8% Kementrian Hukum dan HAM, Kementrian Sosial dan Wakil dari Wantimpres.
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lalu.®* Untuk menyikapi berbagai hambatan implementasi hak-hak korban, LPSK juga
melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Komnas HAM.%

Sejumlah ketentuan dalam SOP, mendapat keluhan dari korban, misalnya tentang adanya
syarat pencantuman kartu identitas Korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, yang
dalam SOP disebutkan adanya surat Keterangan dari Kepala Desa, RT, RW, Camat.
Sejumlah korban, mengeluhkan adanya persyaratan ini karena masih ada korban yang tidak
ingin diketahui identitasnya karena masih adanya stigmatisasi di lingkungan, padahal
berharap dapat mengakses bantuan kepada LPSK. Hal lainnya adalah prosedur mendapatkan
bantuan yang bersifat segera, yang dalam beberapa kasus dikeluhkan karena adanya korban
yang membutuhkan bantuan segera, namun tidak dapat dilaksanakan karena kendala belum
lengkap syarat-syarat dan selesainya proses administrasi.

Seperti yang dipaparkan diatas terjadi perubahan UU perlindunsan saksi korban dengan UU
No 31 Tahun 2014. Perubahan tersebut menuntut perubahan beberapa hal terkait, ruang
lingkup layanan psikologis dan rehabilitasi psikososial dalam Peraturan Pemerintrah dan SOP
di LPSK. Namun sampai saat ini revisi atas PP 44 tahun 2008 masih dalam proses
pembahasan. Tertundanya PP tersebut juga sekaligus menunda revisi SOP internal di LPSK.

b. Pemberian bantuan yang terbatas dan problem anggaran

Berdasarkan UU, kewenangan LPSK dalam pemberian bantuan mencakup bantuan medis,
dan rehabilitasi psikososial, namun bantuan LPSK yang diberikan selama kurun waktu
tersebut hanya mencakup bantuan dalam bentuk layanan medis dan psikologis, belum
menjangkau layanan psikososial yang lebih luas sebagai bagian dari reparasi. Layanan
rehabilitasi psikososial yang ada justru telah dilakukan LPSK bagi korban Terorisme
berdasarkan perubahan UU No 31 Tahun 2014. Padahal rehabilitasi dengan pendekatan
psikososial merupakan layanan yang juga sangat penting dalam proses reparasi bagi korban
pelanggaran HAM berat di Indonesia.

Dari aspek pembiayaan maka sistem anggaran LPSK adalah perbedaan yang mencolok antara
anggaran Sekretariat dan Pimpinan dengan anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya terutama bantuan korban.

Anggaran Jumlah (rupiah)
Bantuan,Kompensasi dan

Restitusi
Tahun 2010 4.120.569.500
Tahun 2011 2.890.543.000
Tahun 2012 3.294.809.000
Tahun 2013 2.852.680.000
Tahun 2013 2.852.680.000
Tahun 2014 -
Tahun 2015 -

® Masukan LPSK disampaikan kepada Wantimpres yang menyusun konsep penyelesaian pelanggaran HAM
masa lalu.

% Surat Ombudsman Republik Indonesia, yang menjelaskan tentang jawaban Komnas HAM atas pengaduan
korban terkait dengan tidak diterbitkannya surat status korban, 27 Mei 2013.
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Menurut Koalisi perliundungan Saksi, Dalam periode 2010-2012, anggaran Sekretariat dan
Pimpinan selalu jauh lebih besar dibandingkan dengan anggaran perlindungan dan BKR
(bantuan, kompensasi dan restitusi) yang hanya sebesar 7% dari total anggaran LPSK yang
menjadi core bussiness-nya LPSK.

Dengan membaca pada komposisi budget, hal ini menurut Koalisi menimbulkan penafsiran
bahwa upaya perlindungan dan BKR belum menjadi prioritas utama dari LPSK. Seharusnya
sebagai core bussiness dari LPSK, porsi untuk budget perlindungan dan BKR seharusnya
lebih tinggi dari budget yang selama ini dialokasikan.®

Melihat kecenderungan permohonana korban pelanggaran HAM yang berat mengalami
kenaikan yang signifikan, terdapat permasalahan sistemik dimana alokasi anggaran untuk
layanan bantuan medis dan rehabilitasi psikososial yang ada di LPSK sangat terbatas Dengan
kendala anggaran yang terbatas tentunya LPSK harus memberikan memberikan tambahan
alokasi anggaran jika dalam pelaksanaannya terjadi kekurangan

c. Problem Skema BPJS bagi korban HAM berat

Kebijakan Baru Layanan bagi korban pelanggaran HAM Berat dengan paket BPJS®" yang
telah dilakukan Pada tahun 2015 dan 2016, berdasarkan SK Ketua LPSK No KEP-
196/1.2.02/LPSK/IV/2015 SK Ketua LPSK No KEP-247/1.2.02/LPSK/V/2016 tentang
bantuan medis dan psikologis bagi saksi korban di LPSK.

Sampai 1 juli 2016, LPSK sendiri sudah mendaftarkan korban pelanggaran HAM berat untuk
mendapatkan fasilitas kesehatan. Gelombang pertama sudah 189 orang yang didaftarkan dan
gelombang kedua sebanyak 167 orang®®.

Kebijakan LPSK ini perlu dikritisi. Perlu dicari apa sebenarnya dasar LPSK menggunakan
kebijakan tersebut. Apakah karena kurangnya anggaran terkait penanganan korban, atau
karena kekurangan SDM sehingga di butuhkan efisiensi. Beberapa argumen yang terlihat
yakni:

“..LPSK tidak bisa sendiri dalam memenuhi layanan bantuan bagi para korban.
Dibutuhkan peran aktif dan kerja sama dengan instansi dan lembaga terkait lainnya.
Salah satunya kerja sama yang digagas bersama BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan
yang diberikan kepada korban merupakan penghargaan karena negara dalam hal ini
dianggap lalai sehingga ada warga negaranya yang menjadi korban. Mereka
didaftarkan menjadi peserta BPJS Kesehatan sehingga pemenuhan bantuan medis bisa
lebih terjamin. “Karena ini merupakan penghargaan, layanan kepada mereka menjadi
prioritas (kelas 1), tapi hanya berlaku untuk diri sendiri, ®

Argument tersebut perlu dikritik karena layanan LPSK merupakan layanan yang bersifat
khusus. Layanan LPSK spesifik diberikan kepada korban, karena statusnya sebegai korban

% Satu Periode Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban , Koalisi Perlindungan Saksi & Korban tahun 2013.

o7 http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53a1738d5f708/penuhi-hak-korban-kejahatan--Ipsk-lakukan-
kerjasama

% http://finansial.bisnis.com/read/20160328/215/531782/gandeng-bpjs-kesehatan-Ipsk-siapkan-faskes-kelas-i

% http://www.jpnn.com/read/2015/05/22/305469/L PSK-Daftarkan-Saksi-Korban-Peserta-BPJS-Kesehatan
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sehingga dibutuhkan penanganan yang baik. Memindahkan layanan LPSK ke BPJS jangan
sampai berimplikasi kepada standar layanan yang lebih menurun.

Memberikan tanggung jawab layanan kepada BPJS setelah 12 bulan layanan di LPSK bias
jadi menimbulkan bias tanggung jawab LPSK atas hak-hak korban kejahatan khususnya
korban pelanggaran HAM berat di Indonesia. Karena tidak perlu menjadi korban untuk
mendapatkan layanan BPSJ, apalagi sebagian besar korban merupakan pemegang
Jamkesmas®, jadi apa lagi yang membedakan korban pelanggaran HAM berat dengan warga
Negara pemegang Jamkesmas. Apalagi jika mekanisme yang dibangun justru memberikan
beban administrative tambahan pada korban.

d. Kebutuhan Penguatan Internal LPSK

Di LPSK Jumlah staf yang melakukan tugas pemberian hak reparasi korban HAM berat di
LPSK berada di bidang Kompensasi dan restitusi (BKR) LPSK dan sekarang disebut sebagai
Divisi Pemenuhan Hak saksi dan korban (PHSK), dengan komposisi personil yang masih
terbatas.

Divisi ini memegang tugas layanan tidak hanya bagi korban pelanggaran HAM yang berat
namun seluruh kasus pidana yang berelasi dengan perlindungan dan bantuan kompensasi dan
restitusi korban. Dalam beberapa layanan divisi tersebut melakukan kerjasama dengan
beberapa pendamping korban.

Berdasarkan situasi tersebut, ada kebutuhan untuk penguatan internal LPSK untuk
menghadapi peningkatan jumlah permohon dan pelatihan bagi staff LPSK dalam
pendampingan kepada korban. Sejak UU No 31 tahun 2014 seharusnhya bidang/Divisi ini
mengalami perubahan secara signifikan, namun tampaknya terjadi keterlambatan
Penyesuaian sistem birokrasi di LPSK.

e. Surat Keterangan/Status Sebagai Korban

Salah satu isu terpenting mengenai akses bantuan medis dan rehabilitasi psiko-sosial adalah
akses korban terhadap surat keterangan Komnas HAM. Dalam surat tersebut terdapat
pernyataan bahwa bahwa ‘“seseorang adalah korban pelanggaran HAM berat”. Surat ini
diperlukan para pemohon bantuan yang ingin mengajukan layanan bantuan ke LPSK. Dalam
hal Pemohon mengajukan permohonan ke LPSK namun kasusnya masih pada tahapan
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, berarti perkaranya belum diputus oleh pengadilan.
Maka syarat pengajuan permohonan sebelum adanya putusan pengadilan harus dilampiri
surat keterangan dari Komnas HAM yang menyatakan bahwa pemohon benar merupakan
korban, dan menyebutkan bentuk bantuannya yang diperlukan.”

Berdasarkan Pasal 18 UU No. 26/ 2000, Komnas HAM adalah satu-satunya lembaga yang
melakukan Penyelidikan perkara pelanggaran HAM vyang berat. Hasil penyelidikan
merupakan pendapat Komnas HAM bahwa terdapat bukti permulaan yang cukup telah terjadi

® Kendala dimaksud yaitu penerima jaminan kesehatan nasional, seperti Jamkesda, Jamkesmas dan lainnya
tidak dapat diikutsertakan sebagai penerima BPJS Kesehatan. Sebab, mereka tercatat sudah mendapatkan
bantuan dari pemerintah, http://finansial.bisnis.com/read/20160328/215/531782/gandeng-bpjs-kesehatan-Ipsk-
siapkan-faskes-kelas-i

™ Lihat bagian C SOP.bantuan medis dan psikologis
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peristiwa pelanggara HAM yang berat. Berdasarkan hasil penyelidikan yang menyimpulkan
suatu peristiwa sebagai “ adanya dugaan terjadinya pelanggaran HAM berat”, maka korban
atau keluarga dalam peristiwa tersebut dapat dikatakan merupakan korban pelangaran HAM
berat. Oleh karenanya, Komnas HAM berwenang memberikan surat keterang memperoleh
surat keterangan status korban.

Dalam praktik, terdapat dua landasan bagi Komnas HAM untuk melakukan verifikasi sampai
dikeluarkannya surat rekomendasi Komnas HAM. Pertama, verifikasi berdasarkan hasil
Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi korban yang diperiksa pada saat penyelidikan
Komnas HAM. Kedua, verifikasi terhadap korban yang belum pernah di BAP atau verifikasi
di luar BAP.

Permasalahan muncul dalam hal pengeluaran surat dari Komnas HAM atas korban yang
belum pernah di BAP. Terdapat sejumlah laporan bahwa sejumlah surat permohonan status
korban belum diberikan olen Komnas HAM, yang diduga karena para pemohon ini bukan
merupakan korban yang pernah di BAP oleh Komnas HAM. Informasi lain menyebutkan
bahwa Komnas HAM belum memproses surat status korban karena aspek legalitas, yakni
belum kesepakatan terkait dengan korban yang belum di BAP dan bagaimana pembuktiannya
bahwa mereka benar sebagai korban. Akibat dari ketiadaan status korban ini, LPSK tidak
dapat memutuskan untuk melanjutkan permohonan bantuan karena kurangnya syarat.

Sebelumnya, banyak yang beranggapan bahwa LPSK yang bertanggungjawab untuk
memperoleh surat rekomendasi tersebut, sehingga tekanan untuk mempercepat adanya surat
rekomendasi tersebut sering ditujukan ke LPSK. Peran LPSK dalam konteks sebenarnya
adalah membantu dan mempermudah akses permohonan dari korban sehingga permohonan
bantuan lebih cepat di proses,”* walaupun dalam peraturan LPSK juga dinyatakan bahwa
LPSK dapat membantu pemohon proses surat rekomendasi”. Intinya, LPSK harus segera
memproses permohonan bantuan dengan cepat mengingat jumlah korban yang melakukan
permohonan semakin banyak, mengingat usia dan penyakit yang diderita oleh korban juga
cukup riskan, namun di satu sisi karena kewenangan rekomendasi tersebut ada di Komnas
HAM maka LPSK lebih memastikan kepada setiap pemohon mendapatkan surat rekomendasi
dari Komnas HAM dengan cepat.

Selama ini Komnas HAM lebih mudah melakukan verifikasi dan mengeluarkan surat
rekomendasi atau keterangan korban dengan merujuk data base hasil BAP penyelidikan
Komnas HAM. Bila pemohon tersebut pernah dimintai keterangannya oleh Komnas HAM
yang dituangkan dalam BAP dan data-data tersebut kemudian sesuai maka Komnas HAM
dapat segera mengeluarkan surat keterangan dan rekomendasi bagi permohonan. Verifikasi
bagi korban yang masuk dalam daftar BAP KPP HAM atau pernah di BAP oleh Komnas
HAM

Namun, karena proses penyelidikan Komnas HAM vyang terkait dengan peristiwa
pelanggaran HAM berat tidak secara menyeluruh melakukan identifikasi dan pengambilan
keterangan terhadap seluruh korban yang ada, banyak korban yang sampai saat ini belum
terdata dalam Penyelidikan Komnas HAM. Penyelidikan Komnas HAM dilakukan dengan
tujuan untuk membuktikan elemen-elemen kejahatan dalam pelanggaran HAM yang berat,

2 perhatian penting yang harus dijadikan patokan adalah akses dan kecepatan layanan, mengingat usia
pemohon, kondisi kegawatdaruratan medis, kemampuan atau kapasitas pemohon, dan jangkauan geografis yang
jauh antara pemohon dan LPSK maupun Komnas HAM.

"3 Lihat bagian C SOP bantuan medis dan psikologis.
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maka tidak semua korban mendapatkan panggilan untuk dimintai keterangannya sebagai
saksi. Dalam beberapa kasus pelanggaran HAM berat yang memiliki korban yang jumlahnya
lebih dari ratusan atau ribuan orang, tidak memungkinkan seluruh korban diperiksa dan
kemudian di BAP.

Komnas HAM kemudian mengembangkan verifikasi model kedua yang di dasarkan atas
bukti-bukti pendukung lainnya. Verifikasi bagi korban yang tidak masuk di dalam BAP KPP
HAM yang ada dilakukan berdasarkan kelengkapan bukti baru’®. Bukti baru ini mencakup:

a) Identitas dari korban atau pemohon mencakup bukti KTP dan Kartu Keluarga;

b) Keterangan resmi dari organisasi korban yang menyatakan bahwa yang bersangkutan
adalah korban pelanggaran HAM berat;

c) Bukti-bukti Pendukung yakni dokumen-dokumen terkait peristiwa yang dialami oleh
pemohon. Sebagai contoh untuk kasus persitiwa 65 maka bukti bukti pendukung
dapat beruapa: surat pelepasan dari penahanan, penjara atau LP, surat atau dokumen
sumpah setia, fotokopi KTP eks Tapol dll;

d) Keterangan atau pernyataan tertulis yang dilengkapi dengan identitas dari saksi-saksi
lainnya yang menyatakan bahwa pemohona merupakan salah korban dalam peristiwa
pelanggaran HAM berat. Minimal 2 orang Saksi yang melihat dan mengalami
langsung peritiwa bersama-sama dengan pemohon. Disertai dengan bukti-bukti 1D
dan pendukungnya.

Secara normatif, pemohon bantuanlah yang mengusahakan diperolehnya surat rekomendasi
Komnas HAM. Para pemohon dapat mengajukan permohonan secara pribadi ke Komnas
HAM, atau jika memiliki pendampingan dengan organisasi-oragnisasi korban atau organisasi
pendamping korban dapat meminta bantuan dari organisasi-organisasi tersebut. Tatacara
permohonan rekomendasi di Komnas HAM jika dilakukan oleh pribadi pemohon atau
organisasi korban dilakukan dengan cara mengajukan permohonan rekomendasi ke bagian
pengaduan komnas HAM, dengan syarat membawa surat permohonan, ID dan bukti bukti
pendukung sesuai dengan syarat yang ditentukan.

Berdasarkan pada pengaturan diatas, pengajuan permohonan bantuan ke LPSK dilakukan
setelah para korban mendapatkan surat rekomendasi dari Komnas HAM. Namun, karena
akses pemohon yang rata-rata cukup jauh dari Jakarta sehingga cukup kesulitan untuk
mengakses Komnas HAM, data verifikasi korban baik di LPSK maupun di Komnas HAM
sama, maka demi efisiensi data dari LPSK dapat juga dikirimkan ke Komnas HAM sehingga
korban tidak perlu bersusah payah untuk melengkapi data verifikasi.

Perlu juga di ingat bahwa syarat tersebut dapat di fasilitasi olen LPSK untuk mempermudah
akses kepada KOMNAS HAM.” Untuk memudahkan akses dari pemohon dan korban
pelanggaran HAM berat, Satgas Unit Penerimaan Permohonan LPSK kemudian berinisiatif
mengajukan permohonan surat rekomendasi korban ke Komnas HAM.

Pada tahun 2013, Komnas HAM menyusun suatu peraturan No: 004/Komnas HAM/X/2013
tentang mengenai tata cara pemberian surat keterangan korban dan/atau keluarga korban
pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Peraturan ini yang diharapkan dapat membantu

™ Berdasarkan hasil rapat kerja antar Komnas HAM, LPSK dan Organisasi Korban Tanggal 24 Juni 2012 di
Jawa barat, yang selanjutnya disebut sebagai “kesepakatan Bogor”

78 Lihat bagian C SOP bantuan medis dan psikologis
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percepatan dikeluarkannya surat rekomendasi bagi korban pelanggaran HAM berat, sehingga
dapat memecahkan masalah keterlambatan administrasi.

Dalam prakteknya surat rekomendasi komnas HAM ini tetap memiliki beberapa tantangan
umumnya surat rekomendasi ini seringnya mengalami keterlambatan karena rata-rata setelah
berkas lengkap verifikasi, surat rekomendasi Komnas HAM keluarkan melebihi waktu 30
hari kerja. bahkan berdasarkan peraturan Komnas Jangka waktu verifikasi ini adalah 30 hari
dan dapat di perpanjang 30 hari lagi.”” Ini merupakan jangka waktu yang relative panjang,
apalagi bila seluruh syarat dan bukti untuk verifikasi Komnas HAM sudah lengkap.

Hal ini mungkin disebabkan beberapa faktor misalnya pertama, karena banyaknya jumlah
surat permohonan rekomendasi dari korban yang di mohonkan. Kedua, kurang terpenuhinya
syarat administrasi yang dibutuhkan Komnas HAM. Hal ini karena banyak pemohon atau
korban yang menyadari bahwa syarat verifikasi oleh Komnas HAM membutuhkan bukti
pendukung terutama bagi saksi korban yang belum pernah di BAP oleh KPP Komnas HAM.
Oleh karena maka penting bagi korban atau organisasi korban memahami syarat bukti bukti
pendukung tersebut. Karena masih banyak pemohon belum mempersiapkan bukti-bukti
tersebut, sehingga Komnas akan menunda verifikasi tanpa kelengkapan bukti,sehingga
menunda keluarnya surat rekomendasi Komnas HAM. Ketiga, kendala system input dan
sistem database korban pelanggaran HAM berat yang belum terintigrasi di Komnas HAM
seperti antara bidang pengaduan, Pemantauan maupun kearsipan, di Komnas HAM,
khususnya data korban pelanggaran HAM berat HAM berdasarkan seluruh Hasil KPP
Komnas HAM.

f. Penentuan bantuan medis yang mendasarkan pada rekomendasi dokter atau
psikolog.

Dalam pelaksanaannya, LPSK telah melakukan berbagai upaya untuk meminta jaringan
dokter dan psikolog dalam melakukan penilaian (assessment) dan pelayanan, dan saat ini
LPSK telah melakukan kerjasama bagi layanan medis dan psikologis korban HAM berat di
30 unit medis dan psikologis seluruh Indonesia.

Sejumlah informasi menyebutkan masih terdapat hambatan, diantaranya para dokter dan
psikolog yang belum sepenuhnya memahami konteks korban pelanggaran HAM yang berat,
karena adanya pemikiran bahwa harus ada hubungan antara permasalah medis atau psikologis
yang dialami korban dengan pelanggaran HAM yang terjadi. Pemahaman ini penting karena
hasil penilaian mereka akan digunakan oleh LPSK sebagai salah satu pertimbangan untuk
dapat diterima atau tidaknya permohonan. Menyikapi ini, terdapat usulan tentang adanya
panduan khusus dan pemahaman singkat bagi para dokter dan psikolog tentang korban
pelanggaran HAM masa lalu, untuk memudahkan mereka melakukan penilaian.

g. Prosedur bantuan yang bersifat mendesak.

Masalah yang dihadapi, selain faktor ketersediaan informasi, adalah terkait dengan prosedur
pemberian bantuan yang bersifat segera. Terdapat sejumlah laporan yang menyebutkan
bahwa prosedur yang bersifat segera tidak dapat dilakukan oleh LPSK karena masih
terkendala soal administrasi, misalnya kelengkapan persyaratan untuk dapat diprosesnya

" pasal 10 dan pasal 11.

39



permohonan, diataranya syarat tentang profil korban dan status korban. Syarat tentang profil
korban dengan mudah dapat dipenuhi, tetapi mengenai status korban masih perlu menunggu
dari Komnas HAM. Dalam kenyataannya, terdapat korban yang membutuhkan bantuan
segera, namun belum dapat diberikan karena kendala persyaratan. Menyikapi hal ini, LPSK
perlu menjelaskan secara baik kepada pihak korban mengenai kendala-kendala yang
dihadapinya.

h. Pendampingan korban dalam proses permohonan bantuan

Selain masalah komunikasi tentang informasi perkembangan, juga terkait pelibatan
pendampingan secara kontinyu dalam setiap prosesnya. Terdapat laporan bahwa dalam
beberapa kasus pendamping hendak mengikuti proses namun terkendala biaya dan sumber
daya, sementara LPSK belum dapat membiayai pendamping korban untuk mengikuti segala
prosesnya, karena lokasi korban berada diluar kota. Menyikapi ini, perlu adanya komunikasi
yang lebih intensif antara LSPK dengan para pendamping, untuk memudahkan proses
informasi dan dukungan yang dapat diberikan oleh pendamping dalam hal terdapat kendala
tersebut.

i. Informasi bantuan kepada korban.

Sejak LPSK mulai memberikan layanan medis dan rehabilitasi psiko-sosial, tidak semua
korban pelanggaran HAM yang berat mendapatkan informasi yang penuh tentang program
ini. Untuk para korban yang mendapatkan pendampingan, dan utamanya dari Jakarta, mereka
cukup mendapatkan informasi tentang program ini dan tata cara pengajuannya. Sementara
para korban lainnya, mendengarkan informasi ini darmulut ke mulut, yang biasanya
disampaikan oleh rekan-rekan dan kelompok korban.

Walaupun informasi mengenai hak reparasi korban pelanggaran HAM berat secara umum
telah diketahui di beberapa peraturan perundang-undangan. Namun hal itu sepertinya lebih
banyak terpusat di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Untuk wilayah-wilayah yang jauh dari
Jakarta, informasi atas hak reparasi yang dapat di akses oleh korban sebetulnya sangat
terbatas. informasi yang umumnya tidak banyak di ketahui oleh korban umumnya mengenai,
lembaga mana saja yang menyediakan layanan reparasi, dimana tempatnya, apa saja reparasi
yang disediakan dan prosedur, syarat atau tatacara mengajukan permohonan reparasi.

Lemahnya akses informasi ini bisa terlihat dari pola permohonan ke LPSK yang diajukan
oleh korban sampai dengan tahun 2012, hampir semua permohonan korban hanya berpusat di
Jawa, terutama Jakarta dan Jawa tengah. Untuk di luar wilayah tersebut, belum banyak
pemohon yang mengajukan layanan bantuan. Informasi mengenai lembaga mana saja yang
menyediakan layanan reparasi, dimana tempatnya, apa saja reparasi yang disediakan dan
prosedur, syarat atau tatacara mengajukan permohonan reparasi juga masih menimbulkan
kebingungan dari para pemohon.

Tumpuan utama penyebaran atas akses informasi reparasi adalah lewat organisasi korban
yang menaungi dan memiliki anggota para korban pelanggaran HAM berat. Lewat organisasi
tesebutlah cara yang penyebarluasan informasi reparasi lebih tepat. Dengan organisasi
tersebut akses informasi yang benar terkait lembaga mana saja yang menyediakan layanan
reparasi, dimana tempatnya, apa saja reparasi yang disediakan dan prosedur, syarat atau
tatacara mengajukan permohonan reparasi. Sebagai contoh, organisasi yang banyak
membantu penyebaran akses tersebut adalah YPKP 65. Organisasi yang bisa dikatakan
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organisasi korban yang paling luas anggota dan sebaran kerjanya hampir di seluruh
Indonesia. Mencakup ke tempat-tempat yang paling jauh dan sulit diakses oleh organisasi
lainnya.

Pada permohonan-permohan awal, para korban yang mendapatkan pendampingan, cukup
mendapatkan akses atas informasi dari LSPK tentang prosedur pengajuan, termasuk bantuan
untuk melengkapi syarat-syarat pengajuan. Informasi ini dapat diakses dengan mendatangi
LSPK atau berkomunikasi secara aktif dengan LPSK. Namun, untuk korban yang tidak
mendapatkan pendampingan, informasi ini didasarkan pada keterangan dari orang lain, yang
seringkali tidak sesuai dengan maksud dari bantuan ini. Salah satu informasi yang tidak
cukup adalah bahwa program ini diberikan kepada para korban tanpa adanya prosedur
tertentu yang harus dipenuhi, diantanya syarat adanya status korban dari Komnas HAM, dan
bantuan medis atau rehabilitasi psiko-sosial diberikan karena adanya keterkaitan antara sakit
yang diderita oleh para korban dengan pelanggaran HAM yang terjadi. Informasi lainnya
yang tidak tepat, adanya soal adanya biaya yang dibebankan kepada para korban untuk dapat
mengakses ini.

Menghadapi ini, LPSK kemudian melakukan serangkaian kegiatan untuk diseminasi
informasi, dengan tujuan untuk memberikan informasi yang tepat kepada para korban.
Diseminasi ini dilakukan dalam berbagai forum-forum yang diadakan oleh Korban dengan
misalnya anggota LPSK mendatangi korban secara langsung, melalui media website, atau
melakukan pertemuan dengan pendamping korban. Beberapa model sosialisasi dan
desiminasi telah dicoba oleh LPSK, misalnya melalui, diskusi publikasi leflet, buku kecil dan
lain-lain, namun infromasi tersebut juga tidak cukup dipahami oleh korban, sehingga di
butuhkan media tatap muka yang lebih intens agar informasi tersebut bisa secara tepat dan
proporsional diteruma oleh korban.

Model penyebaran via organisasi tersebut yang kemudian tampaknya di ikuti oleh LPSK.
Dengan menggunakan model “ketuk tular”, LPSK kemudian mencontoh model penyebaran
informasi tersebut, misalnya ketika kelompok korban wilayah pekalongan yang merupakan
kelompok korban pelanggaran HAM yang paling awal mendapatkan layanan bantuan. Maka
YPKP 65 wilayah pekalongan menyebarkan informasi ini ke titik titik wilayah terdekat,
misalnya wilayah Pemalang,dan sekitarnya. Dari kelompok ini informasi kemudian menyebar
ke wilayah Tegal dan terus menyambung ke wilayah terdekatnya.

J.  Kerja Sama dan Dukungan dari lembaga pendamping korban

Dalam pelaksaan bantuan medis dan rehabilitasi psiko-sosial membutuhkan dukungan dari
korban, keluarganya, pendampinga dan berbagai organisasi korban lainnya. Untuk itu perlu
ada tentang lembaga-lembaga pendamping korban untuk memudahkan memberikan bantuan
dan kerja sama dengan LPSK, dan diharapkan LPSK menjadi lembaga yang
mengkonsolidasikan lambaga-lembaga pendamping ini. Terdapat berbagai lembaga
pendamping korban yang ingin bekerja sama dengan LPSK untuk membantu pendampingan
kepada para korban dalam implementasi bantuan medis dan rehabilitasi psikososial ini.

Saat ini, disadari terkait dengan pendampingan kepada korban masih ada sejumlah masalah,
diantaranya; 1) jumlah pendamping yang masih terbatas tidak sebanding dengan jumlah
korban, 2) sebaran pendamping tidak merata, dan 3) fokus pendamping yang beragam. Selain
itu, dalam banyak kasus, korban setelah mendapatkan bantuan medis dan rehabilitasi
psikososial harus dipastikan tidak kembali mengalami trauma, stigmatisasi, pengucilan,
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pelecenan dan sebagainya. Situasi ini membutuhkan peran aktif dari keluarga dan
komunitasnya untuk membantu mereka sepenuhnya pulih. Kebutuhan inilah yang saat ini
menjadi penting untuk dirumuskan dan didukung pelaksanaannya.
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D. Penutup dan Rekomendasi

Berdasarkan uraian diatas, jaminan hak reparasi atau pemulihan kepada para korban
pelanggaran HAM yang berat belum terimplimentasikan dengan memadai. Hak-hak korban
yang mencakup hak atas kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi yang dijamin dalam UU sejak
tahun 2000, sampai dengan tahun 2013 belum secara nyata diterima oleh para korban.
Kemandegan mekanisme pertanggungjawaban baik pengadilan maupun pembentukan komisi
kebenaran telah menjadi kendala yang paling pokok dari gagalnya pemenuhan hak-hak
korban.

Berbagai sebab lainnya telah membuat kondisi kebuntuan pemenuhan hak-hak korban
melalui jalur pengadilan. Justru mekanisme-mekanisme diluar pengadilan, misalnya peran
Komnas HAM dalam memberikan surat keterangan korban dan peran LPSK melalui bantuan
medis dan rehabilitasi psiko sosial telah menumbuhkan harapan para korban. Sejumlah
penyebab kegagalan implementasi hak-hak korban yang memadai tersebut adalah;

Pertama, regulasi yang dibentuk ternyata hanya merupakan jaminan normatif semata karena
‘skema’ pengaturan yang tidak berdasarkan pada norma-norma HAM internasional tentang
hak-hak korban. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan PP No. 3 Tahun 2002
mempunyai kelemahan mendasar. Peraturan yang dibentuk setelahnya untuk perbaikan,
melalui UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta PP No. 44
Tahun 2008, hanya memperbaiki aspek prosedur namun masih belum menjawab permasalah
dalam pengaturan sebelumnya.

Kedua, tidak terbentuknya kembali pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan
Rekonsiliasi memunculkan kebuntuan tentang kepastian penyelesaian berbagai pelanggaran
HAM dan menghambat pemenuhan hak-hak korban.

Ketiga, aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan Agung dan Pengadilan belum
mencerminkan kemampuan dan kemauan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak para
korban. Kejaksaan Agung bersifat sangat pasif mengenai upaya untuk memenuhi hak-hak
korban khususnya terkait dengan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Pengadilan belum
mampu menjadikan mekanisme Pengadilan sebagai proses akuntablitas pelanggaran HAM
yang berat, yang tercermin dalam putusan-putusan pengadilan HAM.

Keempat, Komnas HAM belum mampu secara penuh memberikan alternatif dan solusi
mengenai kebuntuan penyelesaian pelanggaran HAM, khususnya dalam menjawab berbagai
permasalahan yang terkait dengan kebuntuan tersebut, misalnya aspek perubahan regulasi
dan aspek teknis lain terkait dengan penyelidikan berbagai pelanggaran HAM vyang
dilakukannya. Langkah Komnas HAM dalam memberikan surat keterangan korban
merupakan langkah penting, namun masih membutuhkan mekanisme yang lebih baik untuk
memastikan proses pemberian surat keterangan tersebut.

Kelima, LPSK masih memberikan informasi kepada korban secara terbatas mengenai
program bantuan medis dan rehabilitasi psiko sosial, termasuk informasi tentang prosedur
pengajuan, dapat diterimanya permohonan, dan prosedur-prosedur lainnya yang memudahkan
korban mengakses bantuan tersebut.

Untuk memastikan jaminan hak-hak reparasi korban pelanggaran HAM yang berat,
rekomendasi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan:
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Kepada Pemerintah:

1) Kepada Presiden untuk segera membentuk Pengadilan HAM yang sudah
direkomendasikan oleh DPR.

2) Kepada Presiden untuk membentuk suatu kebijakan untuk menyelesaikan pelanggaran
HAM masa lalu, baik melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau kebijakan
lainnya.

3) Kepada pemerintah untuk segera membahas RUU Perubahan UU No. 26 Tahun 2000
tentang Pengadilan HAM.

4) Pemerintah merevisi PP No. 3 Tahun 2002 dan PP No. 44 Tahun 2008 agar sesuai
dengan revisi UU No 31 Tahun 2014 serta sejalan norma-norma HAM internasional.

Kepada DPR:

1) Mendorong Presiden untuk segera membentuk Pengadilan HAM vyang sudah
direkomendasikan oleh DPR.

2) Mendorong Presiden untuk membentuk suatu kebijakan untuk menyelesaikan
pelanggaran HAM masa lalu, baik melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau
kebijakan lainnya.

3) Segera memprioritaskan RUU Perubahan UU No. 26 Tahun 2000 tentang

Pengadilan HAM.

Rekomendasi untuk Komnas HAM

1)

2)

3)

4)

5)

Mendorong Pemerintah untuk segera membentuk Pengadilan HAM yang sudah
direkomendasikan oleh DPR.

Mendorong Pemerintah untuk membentuk suatu kebijakan untuk menyelesaikan
pelanggaran HAM masa lalu, baik melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau
kebijakan lainnya.

Mendorong dan berperan aktif dalam upaya untuk melakukan perubahan dan
memperbaiki UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Membangun sistem untuk mendukung syarat permohonan korban pelanggaran HAM
berat dengan menyiapkan segera prosedur terkait surat rekomedasi bagi korban
pelanggaran HAM berat.

Mempercepat proses klarifikasi dan penelaahan atas permohonan keterangan korban
di Komnas HAM. Sesuai dengan Peraturan No: 004/Komnas HAM/X/2013 tentang
mengenai tata cara pemberian surat keterangan korban dan/atau keluarga korban
pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Rekomendasi untuk LPSK

1) Mendorong Pemerintah untuk membentuk suatu kebijakan untuk menyelesaikan
pelanggaran HAM masa lalu, baik melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau
kebijakan lainnya.

2) Memperkuat Layanan bagi korban Ham Berat dan segera menambah alokasi anggaran
khusus bagi layanan bantuan medis, psikologis dan rehabilitasi psikososial di LPSK
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3)

4)

5)

Mendorong dan berperan aktif dalam upaya untuk melakukan perubahan dan
memperbaiki PP No. 44 Tahun 2008 sesuai mandat UU No 31 tahun 2014.

Memperkuat kinerja Bidang Bantuan Kompensasi dan restitusi Korban HAM berat di
LPSK dan mendorong akses informasi termasuk prosedur mengenai reparasi korban
pelanggaran HAM berat yang menjadi tugas dan kewenangan LPSK agar dapat di akses
oleh masyarakat yang lebih luas.

Memperkuat upaya reparasi dalam bentuk bantuan rehabilitasi, psikologis psikososial
sesuai dengan mandat undang-undang dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap
layanan korban HAM berat.
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Profil Institute for Criminal Justice Reform

Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga Kkajian
independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem
peradilan pidana, dan reformasi hukum pada umumnya di Indonesia.

Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah
mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu
hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penompang kekuasaan yang
otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan
instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu dirubah ke arah penopang bagi
bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah
tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana
di masa transisi saat ini.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan
sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu grand design bagi reformasi sistem
peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana
seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun the
Rule of Law, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat
berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep the Rule of Law.
Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia
dengan demikian merupakan “conditio sine quo non” dengan proses pelembagaan
demokratisasi di masa transisi saat ini.

Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar
menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat
dukungan yang lebih luas. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) berusaha
mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam
konteks membangun penghormatan terhadap the Rule of Law dan secara bersamaan
membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan
kehadiran ICJR

Sekretariat:

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR),
JIn. Siaga Il No. 6F, Pejaten Barat, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan, Indonesia - 12510

Phone/Fax. (+62 21) 7945455

Email: infoicjr@icjr.or.id

http://icjr.or.id | @icjrid
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terbentuk di beberapa kota di Indonesia. Koalisi ini dibentuk dengan tujuan menguatkan
jaringan advokasi untuk disahkannya Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi serta
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Perlindungan Saksi serta sosialisasi mengenai pentingnya saksi dan korban mendapatkan
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Korban di DPR RI, serta mendorong berbagai kebijakan pemerintah untuk merealisasikan
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